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Oleh 

ANGGA ZALAYETA 

 

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau 

dipungut (PPN) sebagaimana mestinya ke kas negara. Pelanggaran wajib pajak 

yang tidak menyetorkan pajak tersebut, berdasarkan putusan Nomor 

63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst merugikan pendapatan pada keuangan negara dapat 

dijatuhi dengan sanksi pidana denda berupa pokok pajak dan sanksi 

administratif berupa maksimal 4x denda pokok pajak. Berdasarkan hal tersebut, 

rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim 

dalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada tindak pidana 

perpajakan berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dan apakah 

putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi tujuan pemidanaan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan 

didukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber 

pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa 

pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar 

Lampung I, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Analisis data secara deskriptif kulitatif. 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis 

hakim dalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium berdasarkan 

putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu berdasarkan pertimbangan 

yuridis, filosofis, sosiologis. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis sesuai 

dengan fakta persidangan dengan tidak menyetorkan 10% transaksi dari PT. 

Sigma dan PT. Pins untuk tahun pajak 2018 ke kas negara. Majelis hakim 

berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf i dengan sengaja tidak 

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan hal tersebut 

majelis hakim menjatuhkan pidana denda pokok pajak senilai Rp386.194.974,00 

ditambah dengan sanksi administratif berupa 4x denda pokok pajak. 



3 

 

Pertimbangan filosofis terhadap terdakwa bertujuan untuk mewujudkan rasa 

keadilan kepada masyarakat serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara 

seperti semula.  Pertimbangan sosiologis atas nama Terdakwa ERS (55) 

ditujukan untuk memberikan manfaat serta agar masyarakat tidak melakukan hal 

yang sama. Penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada Putusan 

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan 

dalam aspek pencegahan pelanggaran tindak pidana perpajakan, aspek 

rehabilitasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan pembalasan 

kepada pelaku untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sesuai 

dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan 

memulihkan keseimbangan terhadap keuangan negara yang dirugikan, serta 

menumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah bagi pelaku. 

 

Adapun saran dalam penelitian ini, kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana 

terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diharapkan memperhatikan 

pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis 

yang mewujudkan rasa keadilan kepada masyrakat dengan mengutamakan 

memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Penulis berharap kepada penegak 

hukum terutama Hakim menerapkan hukum pidana sesuai tujuan pemidanaan 

dalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memulihkan 

kerugian pada pendapatan negara. 

 

Kata Kunci : Primum remedium, Tindak Pidana Perpajakan, Tujuan 

 Pemidanaan 

  

Angga Zalayeta 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW AS A PRIMUM 

REMEDIUM IN TAX CRIMES 

(Study of Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) 

 

 

By 

ANGGA ZALAYETA 

 

 

Taxpayers have an obligation to deposit taxes that have been deducted or collected 

(VAT) as appropriate to the state treasury. Violations of taxpayers who do not pay 

the tax, based on Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst that harm revenue 

to state finances can be imposed with criminal sanctions in the form of a fine in the 

form of tax principal and administrative sanctions in the form of a maximum of 4x 

the tax principal fine. Based on this, the formulation of the problem in this study is: 

1) What is the basis for the judge's consideration in the application of criminal law 

as a Primum remedium in tax crimes based on decision number 

63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 2) Whether decision number 63/Pid.Sus/2024/PN 

Jkt.Pst has met the criminal objectives. 

 

This research uses a normative juridical approach and is supported by empirical 

juridical. The data used are primary data and secondary data, the data collection 

method in this study is a literature study, especially the Tax Law and its derivatives. 

The data analysis used is a legal interpretation data analysis that describes legal 

materials with field research. The resource persons in this study consisted of Judges 

at the Central Jakarta District Court, Prosecutors at the Lampung High 

Prosecutor's Office, Bandar Lampung I Primary Tax Service Office, Lecturer in the 

Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, Lecturer in 

the State Administrative Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung.  

 

The results of the research and discussion show that  the consideration of the panel 

of judges in the application of criminal law as a Primum remedium based on 

decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, namely juridical considerations in 

accordance with the facts of the trial by not depositing 10% of the transaction from 

PT. Sigma and PT. Pins for the 2018 tax year to the state treasury. The panel of 

judges argued that the defendant had been legally and convincingly proven to have 

committed the crime of not paying taxes that had been deducted or collected by  

provide benefits and so that the community does not do the same. The philosophical 

consideration of the defendant aims to create a sense of justice to the community as 
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well as the recovery of losses in the country's revenue as before. The application of 

criminal law as a Primum remedium in Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, which 

is in accordance with the purpose of punishment in the aspect of preventing tax 

crime violations, rehabilitation aspects in recovering losses in state revenue, and 

retaliation to the perpetrators to deter and not repeat mistakes. Then in accordance 

with the purpose of criminalization in the National Criminal Code related to 

restoring the balance to the aggrieved state finances, as well as fostering a sense 

of remorse and guilt for the perpetrators. 

 

As for the suggestions in this study, judges in imposing criminal sentences, 

especially related to tax crimes, are expected to pay attention to juridical, 

philosophical, and sociological considerations, especially in philosophical aspects 

that realize a sense of justice to the people by prioritizing recovering losses in state 

revenue. The author hopes that law enforcement, especially judges, will apply 

criminal law according to the criminal purpose in the National Criminal Code as 

a form of conflict resolution by recovering losses in state revenue 

 

Keywords: Primum remedium, Tax Crimes, Criminal Purposes

Angga Zalayeta 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan oleh setiap Wajib Pajak 

kepada pemerintah atau negara yang memiliki kewajiban pembayaran Pendapatan 

tersebut berasal dari pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap 

penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu dari individu atau badan usaha. 

Secara umum pajak dibagi menjadi dua penggolongan pajak atas lembaga 

pemungutan, yaitu pajak pusat dan daerah.1 Perpajakan diatur Pasal 23 Ayat (2) 

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945: “Segala pajak untuk keperluan negara 

diatur dengan undang-undang”.2 Amandemen peraturan hukum tersebut tercermin 

dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan: “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang”.3 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pejabat negara yang berasal dari 

penghasilan wajib pajak tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan 

“negara berwenang melakukan pemungutan pajak berdasarkan udang-undang”. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pemungutan pajak negara yang dilakukan pada 

tingkat pusat sampai daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat4. Sektor 

perpajakan merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan keuangan negara 

 
1 Fitriya, Berbagai Jenis Pajak di Indonesia https: atau  klikpajak.id atau blog atau jenis-pajak-di-

indonesia (2023) (diakses pada 20 April 2024) 
2 Saidi, M. Djafar. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan. Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 

2, no. 1, 2013: hlm. 1. 
3 Ibid. hlm. 2 
4 Ayem, S. & Afik S. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital 

Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 2013- 2017) 2019. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara. hlm. 11 

https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/
https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/
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dengan jumlah yang signifikan, namun juga rentan terhadap penyimpangan atau 

penyalahgunaan. Bentuk penyelewengan tersebut dapat mengarah pada terjadinya 

suatu Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan Wajib pajak, Pejabat Pajak, dan 

orang ketiga (badan hukum). 

Kesadaran wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran untuk membayar pajak 

terutang yang ia miliki berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak secara 

agregat. Kesadaran ini dapat disebabkan oleh kesengajaan seperti menjadi free rider 

dan/atau faktor kurangnya edukasi pendidikan dari fungsi pajak itu sendiri. hal ini 

beranggapan bahwa kesadaran untuk mengalokasikan pajak terutangnya pun masih 

rendah, namun berharap mendapatkan fasilitas dari pemerintah dengan enggan 

untuk membayar pajak.5 

Sesuai iPasal i3 iAyat i(1) iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 itentang 

iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan 

iUmum idan iTata iCara iPerpajakan ibentuk ipengendalian iadministrasi ipemungutan 

ipajak imenggunakan iSistem iSelf iAssesment. iSistem iSelf iAssesment imerupakan 

ikegiatan iyang idilakukan ioleh iwajib ipajak idengan imenghitung, imembayar, idan 

imelaporkan ipajak iterutangnya isecara imandiri isesuai idengan iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku. iKelemahan isistem iini isetiap ikesalahan iataupun ikekurangan 

ipembayaran ipajak iyang idihitung, idibayar, idilaporkan ioleh iwajib ipajak isecara 

isendiri isehingga iapabila iterdapat ipelanggaran idapat idiberikan isanksi isesuai iundang-

undang iyang iberlaku.6 i 

Sanksi imerupakan itindakan itegas iyang idiberikan ikepada iseseorang iyang imelanggar 

isuatu iaturan.7 iSanksi iAdministrasi idiatur idalam iUndang-undang i(UU) iNomor i28 

iTahun i2007 itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 

itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan idigunakan iterhadap iwajib ipajak 

iyang itidak ipatuh iatau imelanggar iperaturan iperpajakan idibagi imenjadi i3 iyaitu: 

 
5 Hany, S. P., Mahandito, T., Alsilana, V., Nafi’ah, Z. Z., & Irawan, F. Pengaruh Keringanan Sanksi 

Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Jurnalku, (2023).  hlm.174 
6

 iBolifaar, iH. iA. i& iHenry, iD. iP. iS. i2020. iManaging iEvidence iof iTax iCrime iin iIndonesia: iAn 

iArtificial iIntelligence iApproach iin iIntegrated iCriminal iJustice iSystem. iAYER iJournal. ihlm. i12. 
7

 iMardiasmo i. iPerpajakan i: iEdisi iTerbaru i(BI iCorner i2016) ihlm. i23. 
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1) Sanksi ibunga 

Sanksi ibunga imerupakan ibunga iyang idikenakan ikepada iwajib ipajak iyang i itak 

imemenuhi ikewajiban ipembayaran ipajaknya idengan itepat iwaktu iatau 

ipembayaran ipajak ikurang idari iapa iyang iseharusnya iyang idihitung iberdasarkan 

ipersentase idari ijumlah ipajak iterutang iatau ikurang idibayar idan iditujukan iuntuk 

imenutupi ikerugian inegara iakibat iketerlambatan iatau ikekurangan ipembayaran 

2) Sanksi idenda 

Sanksi idenda imerupakan isuatu ipenegasan iyang iditerapkan iterhadap ipelanggar 

iperaturan ipajak idi imana iperhitungannya ibesaran idendanya iditetapkan idari isuatu 

ijumlah itertentu iatau ipersentasenya, idan; i 

3) Sanksi ikenaikan 

sanksi ikenaikan imerupakan idiberikan iterhadap iwajib ipajak iyang itak 

imemberikan iinformasi-informasi iyang i idibutuhkan idalam isuatu iperhitungan 

ipajak iterutang iyang imenghasilkan ikerugian ipada ipendapatan inegara, ikemudian 

iwajib ipajak iakan idiberikan ikelipatan idenda idari ibesaran ijumlah ipajak 

iterutangnya. 

Ketentuan iSanksi iAdministrasi, idalam iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2007 

itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang 

iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan iterdapat isanksi ipidana iyang idibagi 

imenjadi itiga iyaitu: 

1) Denda ipidana 

denda ipidana imerupakan ikonsekuensi iyang idiberikan ikepada iTerdakwa iatas 

ikesalahan idalam imelanggar iketentuan iundang-undang, isedangkan idenda 

iadministrasi idiberikan iterhadap iwajib ipajak iyang imelakukan ipelanggaran idalam 

iketentuan iperaturan iperpajakan idengan isubyeknya iialah ipejabat iatau ipihak 

iketiga iyang imelakukan ipelanggaran itindakan iyang ibersifat ibaik ipelanggaran 

imaupun ikejahatan. iPenggunaan isanksi ipidana iini idiberikan ikepada ipelanggar 

ihukum ibaik iitu iwajib ipajak, iPejabat iPajak iataupun iPihak iketiga iyang imelakukan 

ipenyelewengan ihukum isecara isengaja idan ibersifat ikejahatan.8 

2) Pidana ikurungan 

Pidana ikurungan ihanya idapat idikenakan iterhadap iwajib ipajak iatau ipihak iketiga 

iyang imelakukan ipelanggaran inorma ipada iperaturan iperpajakan idan; 

3) Pidana ipenjara 

Pidana ipenjara imerupakan isanksi iterhadap iWajib ipajak iatau iPejabat iyang 

idirampas ikemerdekaan iseseorang idikarenakan itelah imelakukan itindakan iyang 

ibersifat ikejahatan. 

Pelanggaran iatau ikejahatan iyang itermasuk idalam itindak ipidana iperpajakan 

itercantum idalam iPasal i38 idan i39 iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 

itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang 

iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan idilakukan ipemeriksaan ioleh iDirektorat 

iJendral iPajak i(DJP) iberdasarkan iinformasi idata, ilaporan, idan ipengaduan, iDJP 

 
8

 iHany, iS. iP., iMahandito, iT., iAlsilana, iV., iNafi’ah, iZ. iZ., i& iIrawan, iF. iOp icit. ihlm. i11. 
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ikemudian idapat imelakukan ipemeriksaan ibukti ipermulaan iyang idapat idilanjutkan 

idengan ipenyidikan iapabila iterdapat iindikasi itindak ipidana idi ibidang iperpajakan 

i(diatur ipada iPasal i43A idan i44 iUU iKUP). iNamun ipemberian ikesempatan iwajib 

ipajak iuntuk imengembalikan ikerugian ipada ipendapatan inegara idapat idihentikan, 

imanakala iwajib ipajak itersebut imelunasi iutang ipajak iserta isanksi idenda i3x ijumlah 

ipajak iyang itidak/kurang idibayar isepanjang iperkara ibelum idilimpahkan ike 

ipengadilan. iSeiring iberjalannya iwaktu iperubahan idalam ipengaturan ipengembalian 

ikerugian itersebut iwajib ipajak idiberikan ikesempatan ihingga itahap ipersidangan 

isesuai idengan iPasal i44B iUndang-Undang iHarmonisasi iPeraturan iPerpajakan iyang 

imenegaskan i ijika iperkara itelah idilimpahkan ike ipengadilan, iterdakwa imasih idapat 

imelunasi ipokok ipajak ibeserta isanksi, idan imenjadi ipertimbangan iuntuk idituntut 

itanpa idisertai ipenjatuhan ipidana ipenjara. 

Hukum ipidana imengenal i2 iasas iyaitu iasas iultimum iremedium idan iPrimum 

iremedium, idalam ikonteks ihukum ipajak ipenerapan iPrimum iremedium iseringkali 

idianggap imenciptakan ikesenjangan idan imenilai iterlalu icepat iditerapkan isehingga 

imenimbulkan iketidakpastian ihukum idan irasa iadil. iPrimum iremedium imerupakan 

ipidana isebagai ipilihan ipertama iatau ipertama ijika itidak iada ilangkah ilain iuntuk 

ipenegakan ihukum.9 iPengaturan ihukum ipajak idi iIndonesia isaat iini imemiliki itujuan 

iutama imemulihkan ikerugian ipada ipendapatan inegara isecara ipenuh. iPenerapan iasas 

iPrimum iremedium ipada itindak ipidana iperpajakan idigunakan isebagai ipaksaan 

ikepada iWajib iPajak iagar itidak iterjadi ipelanggaran iatau ikejahatan idibidang 

iPerpajakan. i 

Delik idalam iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan iKetiga 

iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara 

iPerpajakan iyang imemiliki iciri-ciri ilebih imendalam iPrimum iremedium idaripada 

iUltimum iremedium ipada iSanksi iPidana iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2009 

itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP) iyang ibersifat 

ikumulatif. iPasal i39 iAyat i(1), iPasal i39A idan iPasal i43. i 

 

 
9

 iJatmiko, iG. i(2008). iAnalisis iPenegakan iHukum iDan iPerlindungan iHak iAsasi iManusia iOleh iPolisi. 

iJurnal iHukum iPro iJustitia, i26(2). 
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Tabel.1 iSanksi ipidana idenda idalam iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan 

iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan 

iUmum idan iTata iCara iPerpajakan 

Pasal Sanksi i 

Pasal i39 iAyat i(1) 

Setiap iorang iyang idengan isengaja: 

... idipidana idengan ipidana ipenjara 

ipaling isingkat i6 i(enam) ibulan idan 

ipaling ilama i6 i(enam) itahun idan idenda 

ipaling isedikit i2 i(dua) ikali ijumlah ipajak 

iterutang iyang itidak iatau ikurang idibayar 

idan ipaling ibanyak i4 i(empat) ikali 

ijumlah ipajak iterutang iyang itidak iatau 

ikurang idibayar. 

Pasal i39A 

Setiap iorang iyang idengan isengaja: 

...dipidana idengan ipidana ipenjara 

ipaling isingkat i2 i(dua) itahun idan ipaling 

ilama i6 i(enam) itahun iserta idenda ipaling 

isedikit i2 i(dua) ikali ijumlah ipajak idalam 

ifaktur ipajak, ibukti ipemungutan ipajak, 

ibukti ipemotongan ipajak, idan/atau ibukti 

isetoran ipajak idan ipaling ibanyak i6 

i(enam) ikali ijumlah ipajak idalam ifaktur 

ipajak, ibukti ipemungutan ipajak, ibukti 

ipemotongan ipajak, idan/atau ibukti 

isetoran ipajak. 

Pasal i43 

Ketentuan isebagaimana idimaksud 

idalam iPasal i39 idan iPasal i39A, iberlaku 

ijuga ibagi iwakil, ikuasa, ipegawai idari 

iWajib iPajak, iatau ipihak ilain iyang 

imenyuruh imelakukan, iyang iturut iserta 

imelakukan, iyang imenganjurkan, iatau 

iyang imembantu imelakukan itindak 

ipidana idi ibidang iperpajakan 
Sumber:Undang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang- i 

iUndang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan 

Berdasarkan itabel idi iatas imenunjukkan ibahwa idalam ipasal itersebut isanksi ipidana 

ipenjara itidak idapat idisubstitusikan idengan isanksi idenda, imelainkan idiancam iuntuk 

idijatuhkan ikeduanya isekaligus, iditandai idengan ipenggunaan ikata isambung i‘dan’. 

iKemudian iberbeda idengan iPasal i38 idikarenakan ibersifat iAlternatif idengan ikata 

isambung i‘atau’. iHal itersebut imenegaskan ipenegakan ihukum idengan iasas iPrimum 

iremedium idaripada iultimum iremedium idalam ihukum ipajak. iPasal i38 idan iPasal i39 

iAyat i(1) ihuruf ic idan id iyang iberbunyi ia. itidak imenyampaikan iSPT; iatau ib. 

iMenyampaikan iSPT, itetapi iisinya itidak ibenar iatau itidak ilengkap, iatau imelampirkan 
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iketerangan iyang iisinya itidak ibenar iyang i imengatur isubstansi iyang isama itidak idapat 

isecara imutatis imutandis iditafsirkan isanksi ipidana iUndang-undang i(UU) iNomor i28 

iTahun i2007 itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 

itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan isesuai idengan iasas iUltimum 

iRemedium inamun iharus iditafsirkan isebaliknya ibahwa isanksi iadministrasi idapat 

iditegakkan ibersama isama idengan isanksi ipidana idengan imengingat iperkembangan 

ihukum ipidana ipajak iyang imemiliki ikarakter isebagai iPrimum iremedium. i 

Sanksi iadministrasi iyang itelah iditerapkan itidak iserta imerta imenghapuskan ituntutan 

ipidana, isanksi iadministrasi idan ipidana idapat iberjalan ibersamaan ikarena iberbeda 

ikompetensinya iSehingga isanksi iadministrasi iyang itelah iditerapkan itidak iserta imerta 

imenghapuskan ituntutan ipidana, isanksi iadministrasi idan ipidana idapat iberjalan 

ibersamaan ikarena iberbeda ikompetensinya. 

Pasal i13 iAyat i(5) iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan 

iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan iUmum idan 

iTata iCara iPerpajakan iyang itelah idihapus idengan iUndang iUndang iNomor i11 iTahun 

i2021 itentang iHarmonisasi iPeraturan iPerpajakan iadalah icontoh ibagaimana 

ipenerapan isanksi iadministratif iyang ibisa iberjalan iparalel ibersama idengan ipenerapan 

isanksi ipidana, idi imana iWajib iPajak iyang itelah idipidana iberdasarkan iputusan 

ipengadilan iyang imempunyai ikekuatan ihukum itetap, itetap idapat iditerbitkan iSurat 

iKetetapan iPajak iditambah isanksi iadministrasi ibunga isebesar i48% idari ijumlah ipajak 

iyang ikurang idibayar. iKemudian ipenggunaan ikata i‘dapat’ idalam iPasal i44B iUndang-

Undang iNomor i28 iTahun i2007 itentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan 

i(UU iKUP) ibersifat ifakultatif i i(dapat imemilih isalah isatu) i idan ibukan iimperaktif 

i(harus imemilik isatu), ihal iini imenunjukan isifat idari ipenerapn ihukum ipidana ipada 

iperkara ipajak isebagai iPrimum iremedium. 

Penjelasan iPasal i38 iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan 

iKetiga iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan iUmum idan iTata 

iCara iPerpajakan imenjelaskan i“Pelanggaran iterhadap ikewajiban iperpajakan iyang 

idilakukan ioleh iWajib iPajak, isepanjang imenyangkut itindakan iadministrasi 

iperpajakan, idikenai isanksi iadministrasi idengan imenerbitkan isurat iketetapan ipajak 

iatau iSurat iTagihan iPajak, isedangkan iyang imenyangkut itindak ipidana idi ibidang 
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iperpajakan idikenai isanksi ipidana. iPerbuatan iatau itindakan isebagaimana idimaksud 

idalam ipasal ia iquo ibukan imerupakan ipelanggaran iadministrasi imelainkan 

imerupakan itindak ipidana idi ibidang iperpajakan. iDengan iadanya isanksi ipidana 

itersebut, idiharapkan itumbuhnya ikesadaran iWajib iPajak iuntuk imematuhi ikewajiban 

iperpajakan iseperti iyang iditentukan idalam iperaturan iperundang-undangan 

iperpajakan. iKealpaan iyang idimaksud idalam ipasal iini iberarti itidak isengaja, ilalai, 

itidak ihati-hati, iatau ikurang imengindahkan ikewajibannya isehingga iperbuatan 

itersebut idapat imenimbulkan ikerugian ipada ipendapatan inegara.” 

Pasal i38 iundang-undang ia iquo itelah imengkualifikasikan iperbuatan itidak 

imenyampaikan iatau imenyampaikan iSPT itidak ibenar iatau ilengkap isebagai isuatu 

iperbuatan ipidana i(pelanggaran). iMerujuk ikepada iPasal i13A iUU iKUP, iberbunyi 

i“Wajib iPajak iyang ikarena ikealpaannya itidak imenyampaikan iSurat iPemberitahuan 

iatau imenyampaikan iSurat iPemberitahuan, itetapi iisinya itidak ibenar iatau itidak 

ilengkap, iatau imelampirkan iketerangan iyang iisinya itidak ibenar isehingga idapat 

imenimbulkan ikerugian ipada ipendapatan inegara, itidak idikenai isanksi ipidana iapabila 

ikealpaan itersebut ipertama ikali idilakukan ioleh iWajib iPajak idan iWajib iPajak itersebut 

iwajib imelunasi ikekurangan ipembayaran ijumlah ipajak iyang iterutang ibeserta isanksi 

iadministrasi iberupa ikenaikan isebesar i200% i(dua iratus ipersen) idari ijumlah ipajak 

iyang ikurang idibayar iyang iditetapkan imelalui ipenerbitan iKetetapan iPajak iKurang 

iBayar.” 

Konstruksi idelik iPasal i38 idalam ikaitannya idengan iPasal i13A iUU iKUP idapat 

idianalisis ibahwa ikesalahan i(schuld) ikealpaan iperbuatan itidak imenyampaikan iSPT 

iatau imenyampaikan iSPT iyang iisinya itidak ibenar iatau itidak ilengkap iadalah 

iperbuatan iyang idikualifikasikan isebagai iperbuatan ipidana, inamun ipengenaan 

isanksinya idibedakan ihanya ioleh iapakah iperbuatan itersebut ipertama ikali idilakukan 

iatau ipengulangannya i(recidive). i 

Undang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 itentang iCipta iKerja ijo. iUndang-Undang 

iNomor i7 iTahun i2021 itentang iHarmonisasi iPeraturan iPerpajakan itelah isecara idrastis 

imerubah ikonstruksi iPasal i38 idengan imenghapus iPasal i13A iUndang iUndang iNomor 

i28 iTahun i2007. iPerbedaan isignifikan idengan iUU iKUP iterdahulu iadalah 

idihilangkannya isyarat iperbuatan iberulang isebagai iprotokol isekuensial iuntuk idapat 
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idikenakan isanksi ipidana. iDengan idemikian iperbuatan itidak imenyampaikan iatau 

imenyampaikan iSPT iyang iisinya itidak ibenar iatau iketerangan iyang itidak ilengkap, 

iadalah iperbuatan ipidana iyang iwajib iditerapkan isanksi ipidana itanpa iperlu ilagi 

imembuktikan iperbuatan itersebut iperbuatan iberulang iatau ipertama. i 

Fenomena ihukum idalam iPutusan iPengadilan idengan iNomor iRegister iPerkara 

i63/Pid.Sus/2024/PN iJkt.Pst iatas inama iterdakwa iEmmy iRosmani iSidabutar ididakwa 

ipertimbangan ihakim idalam imenjatuhkan iputusan idengan iamarnya iberupa iterdakwa 

iEmmy iterbukti isecara isah idan imeyakinkan ibersalah imelakukan iperbuatan iberlanjut 

idengan isengaja itidak imenyetorkan ipajak iyang itelah idipotong iatau idipungut i(PPN) 

isesuai idengan iPasal i39 iAyat i1 ihuruf ii iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 

itentang iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang 

iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan. iTerdakwa idiputus ibersalah idengan 

iamar ipidana inihil i(amar ikedua), ipidana idenda idan idenda iadministratif idengan 

ijumlah iPajak iPertambahan iNilai i(PPN) iTerutang iyang iwajib idisetor isenilai 

iRp386.194.974,00 i(tiga iratus idelapan ienam ipuluh ijuta iseratus isembilan ienam iribu 

isembilan iratus itujuh ipuluh iempat irupiah), ikemudian isanksi iadministratifnya iberupa 

idenda i4 i(empat) ikali ijumlah ipajak iterutang iyang itidak iatau ikurang idibayar idengan 

itotal i4 iX iRp386.194.974,00 isenilai iRp1.544.779.896,00. 

Vonis iyang idiputuskan imajelis ihakim iterhadap iEmmy iRosmani iSidabutar iterbukti 

isecara isah idan imeyakinkan ibersalah imelakukan iperbuatan iberlanjut idengan isengaja 

itidak imenyetorkan ipajak iyang itelah idipotong iatau idipungut i(PPN) isesuai idengan 

iPasal i39 iAyat i1 ihuruf ii iUndang-undang i(UU) iNomor i28 iTahun i2007 itentang 

iPerubahan iKetiga iatas iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan 

iUmum idan iTata iCara iPerpajakan. i 

Hukum iPidana iberfungsi iuntuk imelindungi ikepentingan-kepentingan imanusia 

idalam ihidup ibermasyarakat, idengan itujuan imenciptakan ikehidupan imasyarakat 

iyang idamai idan isejahtera. iEksistensi ipemberian isanksi iyang itepat ioleh ihakim 

iterhadap ipelaku iagar imemberikan iefek ijera. iDiberikannya ipenjatuhan ivonis ipidana 

iguna imemperoleh ikepastian ihukum iatas ikerugian iyang inyata itimbul ipada 

ipendapatan inegara. 
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Tindakan iterdakwa itelah inyata iterbukti isebagai idelik imateriil itelah iterpenuhi, 

ipemberian ikesempatan ibagi iterdakwa idari iadministratif ihingga iputusan ipengadilan 

itelah idilaksanakan. iNamun isisa ipajak iterutang ibelum idilunasi isecara imaksimum 

ioleh iterdakwa. iOleh ikarena iitu, ipenerapan isanksi ipidana ilebih iefektif iuntuk 

imengikat iagar iterdakwa imelunasi isemua ipajak iterutang iagar ihatinya itergugah iuntuk 

imengembalikan ikerugian ipada ipendapatan inegara. 

Penerapan ihukum ipidana isebagai iPrimum iremedium iwajib imenjadi ipertimbangan 

imajelis ihakim idalam imenjatuhkan iputusan ioleh imajelis ihakim iuntuk imemberikan 

ipaksaan idan imengugah idiri iterdakwa iuntuk imelunasi ikerugian ipada ipendapatan 

inegara. iOleh ikarenanya iketika imelakukan iupaya ilain imaka ipenerapan isanksi ipenjara 

idiberikan iguna ibertujuan isebagai ilangkah ipaksaan ipertama idan iuntuk imemberikan 

iefek ijera ikepada iterdakwa. i 

Berdasarkan ilatar ibelakang idi iatas, ipenulis itertarik idalam imelakukan ipenelitian 

iuntuk imenelaah ipertimbangan imajelis ihakim idalam imenjatuhkan iputusan idengan 

imenerapkan ihukum ipidana isebagai iPrimum iremedium ipada itindak ipidana 

iperpajakan. iHal iinilah iyang imenjadi iide idasar idilakukannya ipenelitian iini. iOleh 

isebab iitu, ipenulis itertarik iuntuk imelakukan ipenelitian ilebih ilanjut iyang iakan isaya 

ituangkan idalam ibentuk iskripsi idengan ijudul i“Analisis iPenerapan ihukum ipidana 

isebagai iPrimum iremedium idalam iTindak iPidana iPerpajakan i(Studi iPutusan iNomor 

i63/pid.sus/2024/PN iJkt.Pst).” 

B. Permasalahan idan iRuang iLingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan ilatar ibelakang idi iatas, imaka iyang imenjadi irumusan imasalah idalam 

ipenelitian iini iyaitu i: 

a. Bagaimanakah idasar ipertimbangan ihakim idalam ipenerapan ihukum ipidana 

isebagai iPrimum iremedium ipada itindak ipidana iperpajakan iberdasarkan iputusan 

inomor i63/Pid.Sus/2024/PN  iJkt.Pst? 

b. Apakah iputusan inomor i63/Pid.Sus/2024/PN  iJkt.Pst  itelah imemenuhi itujuan 

ipemidanaan? 
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1. Ruang iLingkup 

Mengacu iterhadap ipermasalahan idalam ipenulisan iskripsi idi iatas, imaka iruang 

ilingkup ipembahasan idalam ipenelitian iini iialah iberdasarkan iilmu ihukum ipidana 

iadministrasi iyaitu imengenai ihukum ipidana isebagai iPrimum iremedium idalam ikasus 

itindak iperpajakan, ikemudian ipertimbangan imajelis ihakim idalam imenjatuhkan 

iputusan idengan imengedepankan itujuan ipemidanaan. iRuang ilingkup ilokasi 

ipenelitian iadalah idi iwilayah ihukum iPengadilan iNegeri iJakarta iPusat idan iwaktu 

ipenelitian idilakukan ipada itahun i2025. 

C. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

1. Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan ipermasalahan iyang idikemukakan idi iatas, imaka itujuan ipenelitian iini 

iadalah isebagai iberikut: 

a. Untuk imengetahui ipertimbangan imajelis ihakim idalam imenjatuhkan iputusan 

idengan imenerapkan ihukum ipidana isebagai iPrimum iremedium ipada iperkara 

itindak ipidana iperpajakan i 

b. Untuk imengetahui iputusan inomor i63/Pid.Sus/2024/PN  iJkt.Pst  ipada iperkara 

itindak ipidana iperpajakan itelah imemenuhi itujuan ipemidanaan. 

 

2. Kegunaan iTeoritis 

Berdasarkan itujuan-tujuan iyang itelah idiuraikan idi iatas, imaka idiharapkan ipenulisan 

idan ipembahasan ipenulisan ihukum iini idapat imemberikan imanfaat ibaik isecara 

iteoritis imaupun ipraktis iyaitu: 

a. Kegunaan iTeoritis 

Pengembangan iilmu ihukum iguna idijadikan isebagai ipengetahuan ilebih ilanjut idi 

imasa imendatang iterhadap ipenerapan ihukum ipidana isebagai iPrimum iremedium 

ipada ikasus-kasus itindak ipidana iperpajakan idi iIndonesia iserta iguna iedukasi 

iterhadap iPenulis iuntuk imeningkatkan iketerampilan imenulis isuatu ikarya iilmiah. 

b. Kegunaan iPraktis 

Hasil ipenelitian iskripsi iini idiharapkan imenjadi isuatu ipedoman iatau idasar ibagi 

iaparat ipenegak ihukum, ipegiat iilmu ihukum, ibaik imasyarakat imaupun ipihak-

pihak iyang imemerlukan ipenelitian iterkait ihukum ipidana isebagai iPrimum 
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iremedium idalam iperkara itindak ipidana iperpajakan. 

D. Kerangka iTeoritis idan iKonseptual 

1. Kerangka iTeoritis 

Pemidanaan iterhadap iwajib ipajak isebagai ipelaku idalam itindak ipidana iperpajakan 

imemiliki idasar ifilosofi iyang imewujudkan isuatu ikeadilan i(gerechtigheid), idasar 

isosiologis imewujudkan isuatu ikemanfaatan i(zweckmassigkeit), idan idasar iyuridis 

imewujudkan isuatu ikepastian ihukum i(recht izekerheids). iKemudian iketiga idasar 

itersebut imenciptakan idimensi imoral ijustice, isocial ijustice, idan ilegal ijustice idalam 

ikerangka ihukum ipidana imendatang.10
 iKerangka iteoritis idalam ipenelitian iini iantara 

ilain: i 

a. Teori iDasar iPertimbangan iHakim idalam iMenjatuhkan iPidana 

Pertimbangan ihakim idapat idiartikan ipendapat itentang ibaik iatau iburuknya isuatu ihal 

iguna imemberikan isuatu iketetapan iatau ikeputusan iyang idijatuhi ihakim ipada 

iMahkamah iAgung idan iHakim ipada ibadan iperadilan idi ibawahnya iyang idituangkan 

ioleh iHakim idalam iputusannya. iPutusan iHakim iadalah isuatu ipernyataan iyang ioleh 

iHakim, isebagai ipejabat inegara iyang idiberi iwewenang iuntuk iitu, idiucapkan idi 

ipersidangan idan ibertujuan iuntuk imengakhiri iatau imenyelesaikan isuatu iperkara iatau 

isengketa iantara ipara ipihak. i

11 

Putusan iHakim imerupakan imahkota idan ipuncak idari isuatu iperkara iyang isedang 

idiperiksa idan idiadili ioleh ihakim itersebut. iOleh ikarena iitu itentu isaja iHakim idalam 

imembuat iputusan iharus imemperhatikan isegala iaspek idi idalam iputusan, imulai idari 

iperlunya ikehati-hatian, imenghindari isedikit imungkin iketidakcermatan, ibaik iyang 

ibersifat iformal imaupun imateriil isampai idengan iadanya ikecakapan iteknik.12
 iHal iini 

idigunakan iuntuk imelihat iapakah iputusan ihakim itelah isesuai idengan iyang 

ididakwakan ioleh iJaksa iPenuntut iUmum, isehingga imenurut iSudarto imenyatakan 

iputusan ihakim iialah ipuncak idari ipilihan ihukuman idalam iperkara ipidana, ihakim 

 
10

 iL iMulyadi, iMembangun iModel iIdeal iPemidanaan iKorporasi iPelaku iTindak iPidana iKorupsi 

iBerbasis iKeadilan i(Kencana,Jakarta, i2021) ihlm. i176. 
11

 iLilik iMulyadi, i“Hukum iAcara iPidana iIndonesia”, iBandung: iCitra iAditya iBakti i2012. ihlm. i193. 
12

 iH.M iSiregar, iAnalisis iDisparitas iPutusan iHakim idalam iPenjatuhan iPidana iterhadap iTindak 

iPidana iPerjudian, iPranata iHukum, iVol. i9 iNo. i1, i2014, ihlm. i74. 
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iharus imempertimbangkan ijuga iaspek-aspek ilainnya iselain idari iaspek iyuridis, 

isehingga iputusan ihakim itersebut ilengkap imencerminkan inilai-nilai isosiologis, 

ifilosofis, idan iyuridis isebagai iberikut: 

a) Pertimbangan iyuridis 

Pertimbangan iyuridis imerupakan ipertimbangan idari imajelis ihakim imendasarkan 

iputusan ipada iketentuan iperaturan iperundang-undangan isecara iformil. iSecara 

iyuridis ihakim itidak iboleh imenjatuhkan ipidana ikecuali iapabila isekurang-kurangnya 

idua ialat ibukti iyang isah, isehingga ihakim imemperoleh ikeyakinan ibahwa itindak 

ipidana ibenar-benar iterjadi idan iterdakwa ibersalah imelakukannya i(Pasal i183 

iKUHAP). iAlat ibukti isah iyang idimaksud iadalah: i(a). iKeterangan iSaksi; i(b). 

iKeterangan iAhli; i(c). iSurat; i(d). iPetunjuk; i(e). iKeterangan iTerdakwa.13 

b) Pertimbangan ifilosofis 

Pertimbangan ifilosofis imaksudnya ihakim imempertimbangkan ibahwa ipidana iyang 

idijatuhkan ikepada iterdakwa imerupakan iupaya iuntuk imemperbaiki iperilaku 

iterdakwa imelalui iproses ipemidanaan. iHal iini ibermakna ibahwa ifilosofi ipemidanaan 

iadalah ipembinaan iterhadap ipelaku ikejahatan isehingga isetelah iterpidana ikeluar idari 

ilembaga ipemasyarakatan, iakan idapat imemperbaiki idirinya idan itidak imelakukan 

ikejahatan ilagi.14 

c) Pertimbangan isosiologis 

Pertimbangan isosiologis imaksudnya ihakim idalam imenjatuhkan ipidana ididasarkan 

ipada ilatar ibelakang isosial iterdakwa idan imemperhatikan ibahwa ipidana iyang 

idijatuhkan imempunyai imanfaat ibagi imasyarakat.15
 iPutusan iyang imemenuhi 

ipertimbangan isosiologis iyaitu iputusan itidak ibertentangan idengan ihukum iyang 

ihidup idalam imasyarakat i(kebiasaan imasyarakat). iMenurut iM. iSolly iLubis 

imencerminkan ituntutan iatau ikebutuhan imasyarakat iyang imemerlukan ipenyelesaian 

idiperlukan isebagai isarana imenjamin ikemanfaatan.16 

b. Teori iTujuan iPemidanaan 

 
13

 iAhmad iRifai, iPenemuan iHukum ioleh iHakim idalam iPerspektif iHukum iProgresif. iSinar iGrafika, 

iJakarta, i2018, ihlm. i126 
14

 iIbid. ihlm. i127 
15

 iSudarto, i“Kapita iSelekta iHukum iPidana”, i(Bandung: iAlumni, i1986), ihlm. i67. 
16

 iAhmad iRifai. iOp. icit. ihlm.128 i 
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Sistem ihukum ipidana iIndonesia imengadopsi ipendekatan iteori igabungan 

i(kombinasi), iyaitu imengombinasikan iberbagai itujuan ipemidanaan, iseperti ipidana 

isebagai ipembalasan, ipencegahan, irehabilitasi, idan ipelindungan imasyarakat. 

iMenurut iAndi iHamzah, iteori igabungan iada iyang imenitikberatkan ikepada 

ipembalasan idan iada ipula iyang imenginginkan isupaya iunsur ipembalasan iseimbang 

idengan iunsur ipencegahan.17
 i i 

Pendekatan igabungan iini isalah isatunya iterlihat idalam iUndang-Undang iNomor i1 

iTahun i2023 itentang iKUHP iNasional iPada iBab iIII iBagian iKesatu imembahas 

imengenai itujuan idan ipedoman ipemidanaan iyaitu iPasal i51 iyang imenerangkan ibahwa 

itujuan idari ipemidanaan iadalah: 

a. Mencegah idilakukannya itindak ipidana idengan imenegakkan inorma ihukum idemi 

ipelindungan idan ipengayoman imasyarakat. 

b. memasyarakatkan iterpidana idengan imengadakan ipembinaan idan 

ipembimbingan iagar imenjadi iorang iyang ibaik idan iberguna; i 

c. menyelesaikan ikonflik iyang iditimbulkan iakibat itindak ipidana, imemulihkan 

ikeseimbangan, iserta imendatangkan irasa iaman idan idamai idalam imasyarakat; 

d. dan imenumbuhkan irasa ipenyesalan idan imembebaskan irasa ibersalah ipada 

iterpidana. i 

Penerapan iteori igabungan idalam iKUHP iNasional iini imemungkinkan ihakim 

imempertimbangkan iberbagai itujuan ipemidanaan idan imenentukan ijenis ihukuman 

iyang ipaling isesuai idengan isituasi idan ikebutuhan ikasus itertentu. iimplementasi iteori 

igabungan idi iIndonesia iadalah isebagai iberikut:18 

1. Pembalasan i(Retributif) 

Tujuan ipemidanaan isebagai ipembalasan ibukanlah itujuan iutama, inamun ielemen 

iini itetap iada idi iIndonesia, iterutama iuntuk ikejahatan iserius iseperti ipembunuhan 

idan ikorupsi. iHukuman idiberikan isesuai idengan iberatnya ikejahatan isebagai 

ibentuk ikeadilan ibagi ikorban. 

2. Pencegahan i 

Teori iini imenekankan ipada ipencegahan iatas iterjadinya ikejahatan iguna 

imelindungi imasyarakat. iKemudian, iterdapat idua itipe ipencegahan, iyaitu: 

a. Pencegahan iPreventif iyang iterlihat ipada ihukuman iyang ibertujuan iuntuk 

imembuat ijera ipelaku, isehingga ipelaku itidak imengulangi iperbuatannya. 

 
17

 iRumadan, iI. i(2013). iProblem iLembaga iPemasyarakatan iDi iIndonesia iDan iReorientasi iTujuan 

iPemidanaan. iJurnal iHukum idan iPeradilan, i2(2), ihlm. i263 
18https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-

lt674e50ca59f0e/ idiakses ipada i11 iJanuari i2025 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
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iMisalnya, ipidana ipenjara idan ipidana imati iyang imasih idiberlakukan idalam 

isistem ihukum ipidana iIndonesia, ibertujuan imencegah ipelaku imengulangi 

ikejahatannya ikembali. i 

b. Pencegahan iRepresif iditerapkan imelalui ihukuman iyang imemberikan iefek 

ijera ibagi imasyarakat iluas. iDengan iadanya iancaman ihukuman ipidana iyang 

icukup iberat idi iIndonesia, idi imana imasih iberlaku ihukuman imati, ihukuman 

ipenjara iwaktu itertentu idan ipenjara iseumur ihidup, imasyarakat idiharapkan 

imemahami ikonsekuensi idari itindak ipidana idan iterdorong iuntuk imematuhi 

ihukum. i 

3. Rehabilitasi i 

Aspek irehabilitasi ijuga idianggap ipenting idalam isistem ihukum ipidana 

iIndonesia, iterutama ibagi ipelaku iyang idianggap imasih idapat idiperbaiki. 

iKetentuan itersebut imencerminkan ibahwa isistem ipemidanaan idi iIndonesia ijuga 

ifokus ipada iaspek ipemulihan, ibukan isekadar ihukuman. iDalam ihal iini itujuan 

iutamanya iadalah iagar ipelaku idapat ikembali imenjadi ianggota imasyarakat iyang 

ibaik. i 

4. Restoratif i 

Pendekatan irestoratif isudah idiperkenalkan idalam iproses ipenyelesaian iperkara 

ipidana idi iIndonesia. iBeberapa ikasus itertentu idapat idiselesaikan idengan 

iprosedur imediasi iatau imusyawarah iantara ipihak-pihak iyang iterlibat idalam 

iperkara, iseperti ipelaku, ikorban, ijuga ianggota imasyarakat ilainnya itanpa iproses 

iperadilan iformal idi ipengadilan. iPerlu idipahami ibahwa ipenyelesaian iperkara 

imelalui ipendekatan ikeadilan irestoratif itidak iberarti imenghilangkan isanksi 

ipidana ibagi ipelaku ikejahatan. 

 

2. Konseptual 

Konseptual imerupakan itingkatan isusunan idari iberbagai imacam ikonsep iyang 

imenjadi isuatu iinti ipengamatan idalam imelaksanakan ipenelitian.19
 iLalu imempunyai 

isuatu iketerkaitan iantara ikonsep-konsep ikhusus isatuan idari iarti iyang iterikat idengan 

iistilah-istilah imenjadi isuatu ifakta iyang ilogis idari ilandasan iteori. 

a) Pajak imerupakan iiuran iterhadap isuatu inegara i(memaksa) iyang i iterutang idari 

iwajib ipajak imenurut iperaturan-peraturan idengan itindak imendapatkan iprestasi 

isecara ilangsung, iguna imembiayai ipengeluaran iumum isebagai ifungsi 

ipemerintah idalam ipenyelenggaraan ifasilitas idalam ijumlah itertentu20 

b) Primum iremedium imerupakan isanksi ipidana idigunakan isebagai ipilihan iutama 

idalam ipenegakan ihukum iuntuk imemberikan iefek ijera ikepada ipelaku itindak 

ipidana.21 

c) Tindak ipidana iperpajakan imerupakan itindakan iyang imelanggar iketentuan 

imengenai ipertanggungjawaban idibidang ipajak idan ipersyaratan iyang itelah 

 
19

 iSoerjono iSoekanto, iPengantar iPenelitian iHukum, ied. iSoerjono iSoekanto i(Jakarta: iUI iPress, 

i2010). ihlm. i1 
20

 iKevin iHalomoan iand iTundjung iHerning iSitabuana, i“Pajak, iPandemi, iDan iMasyarakat,” iSIBATIK 

iJOURNAL: iJurnal iIlmiah iBidang iSosial, iEkonomi, iBudaya, iTeknologi, iDan iPendidikan i1, ino. i7 

i(2022): i1243–54, ihttps://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147.  ihlm. i4 
21

 iRahmawati, iN. iA. i(2013). iHukum iPidana iIndonesia: iUltimum iRemedium iAtau iPrimum 

iremedium. iRecidive: iJurnal iHukum iPidana idan iPenanggulangan iKejahatan, i2(1) ihlm. i1 
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idiatur idi idalam iUndang-Undang ipajak.22 

d) Sanksi ipidana imerupakan ipenderitaan iterhadap iseseorang iyang iterbukti 

imelakukan ikesalahan idari iapa iyang idiperbuat idengan isengaja iatau itidak isengaja 

iyang idilarang ioleh iundang-undang iagar ipelaku itidak imengulangi ikembali.23 

e) Sanksi iAdministrasi imerupakan isanksi iyang idikenakan idengan imelakukan 

ipembayaran ikerugian ifinansial ikepada iNegara ikarena ipelaksanaan iketentuan 

iperaturan iperundang-undangan itidak isebagaimana imestinya.24 

 

E. Sistematika iPenulisan 

Guna imemudahkan idan imemahami ipenelitian ipada iskripsi iini, imaka isistematika 

ipenulisannya isebagai iberikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab iini imerupakan ipendahuluan ipenyusunan iyang imemuat ilatar ibelakang imasalah, 

ipermasalahan idan iruang ilingkup, itujuan idan ikegunaan ipenulisan, ikerangka iteori idan 

ikonseptual iserta imenguraikan itentang isistematika ipenulisan. 

II. TINJAUAN iPUSTAKA 

Bab iini imenjelaskan itentang idasar-dasar ikepustakaan idari iberbagai ireferensi ibahan 

ipustaka iyang iterdiri idari ianalisis iputusan itindak ipidana iperpajakan. 

III. METODE iPENELITIAN 

Bab iini imenjelaskan itentang ipendekatan imasalah, isumber idata idan ijenis idata, 

ipenentuan inarasumber iserta iprosedur ipengumpulan idan ipengolahan idata. 

IV. HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 

Bab iini imenjelaskan itentang ikajian ianalisis idari inarasumber idan ibahan ikajian itertulis 

imengenai idasar ipertimbangan imajelis ihakim idalam imenjatuhkan iputusan idan itujuan 

ipemidanaan idalam iKUHP iNasional. 

V. PENUTUP 

Bab iini imenjelaskan itentang ikesimpulan iserta isaran ipenulis.

 
22

 iSetiadi, iEdi, iand iRena iYulia. i"Hukum ipidana iekonomi." iYogyakarta: iGraha iIlmu i(2010). ihlm. i45 
23

 iValentino iOhoiwirin iand iAhmad iSholikhin iRuslie, i“Penerapan iSanksi iPidana iTerhadap iWajib 

ipajak iYang iMelakukan iTindak iPidana iPerpajakan,” iBureaucracy iJournal : iIndonesia iJournal iof 

iLaw iand iSocial-Political iGovernance i2, ino. i2 i(2022). ihlm. i6 
24

 iDarul iLim iOcto. i(2008). iPelaksanaan iSanksi iAdministrasi iBagi iWajib iPajak iPajak iPenghasilan 

iOrang iPribadi iDi iKota iPadang. iPadang: iUniversitas iAndalas. ihlm. i34. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN iPUSTAKA 

 

A. Tinjauann iUmum iTindak iPidana 

1. Pengertian iTindak iPidana 

Pidana idalam ibahasa iBelanda iyaitu istrafbaar ifeit iatau idelict, iatau iistilahnya idisebut 

ihukuman. iIstilah ipidana ilebih itepat idari iistilah ihukuman, ikarena itelah ilazim idisebut 

irecht. iPendefinisian iistilah ipidana isebagai inestapa iyang isengaja idijatuhkan ioleh 

iaparat ipenegak ihukum iterhadap iseorang iatau ibeberapa imanusia isebagai iakibat 

ihukum i(sanksi) iyang itimbul idari iperbuatan imelanggar ilarangan ihukum ipidana.25
 

iTindak ipidana imerupakan ikejadian iyang imemiliki iunsur iperbuatan iterlarang ioleh 

iundang-undang, isehingga imenimbulkan ifenomena iyang idapat idikenakan isanksi 

ihukum i(pidana). iCST iKansil imerumuskan itindak ipidana isebagai iberikut: 

a. Perbuatan iManusia i(handeling); 

Perbuatan imanusia iyang idimaksud ibukan ihanya i“melakukan” i(een idoen) iakan 

itetapi itermasuk ijuga i“tidak imelakukan” i(nietdoen). 

b. Perbuatan imanusia itersebut iharus imelawan ihukum i(wederrechtelijk). 

c. Perbuatan itersebut idiancam i(strafbaargesteld) ioleh iundang-undang; 

d. Harus idilakukan ioleh iseseorang iyang imampu ibertanggung ijawab 

i(toerekeningsvatbaar); 

e. Perbuatan iitu iharus iterjadi ikarena ikesalahan i(schuld) isi ipelaku. iKesalahan 

idapat iberupa ikesengajaan i(dolus) iataupun iketidak isengajaan/kelalaian 

i(culpa).26 

Masalah ipokok iyang iberhubungan idengan ihukum ipidana imembicarakan itiga ihal, 

iyaitu: 

1. Perbuatan iyang idilarang; 

2. Orang iyang imelakukan iperbuatan iyang idilarang iitu; 

3. Pidana iyang idiancamkan iterhadap ipelanggar iitu. 

Menghindari iberbagai iistilah idan ipengertian itentang itindak ipidana imaka idalam 

itulisan iini idigunakan iistilah itindak ipidana idengan imengutip ipengertian idari 

irumusan iyang iditetapkan ioleh iTim iPengkajian iHukum iPidana iNasional iyaitu 

 
25

 iAdami iChazawi, iPelajaran iHukum iPidana iBagian iI i(Jakarta: iPT iRaja iGrafindo iPersada, i2007). i 
26

 iSyahrul iMachmud, iPenegakan iHukum iDan iPerlindungan iHukum iBagi iDokter iYang iDiduga 

iMelakukan iMalpraktek i(Bandung: i iKarya iPutra iDarwati, i2012) ihlm. i304. 
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i“Tindak ipidana iialah iperbuatan imelakukan iatau itidak imelakukan isesuatu iyang ioleh 

iperaturan iperundang-undangan idinyatakan isebagai iperbuatan iyang idilarang idan 

idiancam idengan ipidana”.27
 iPemberian idefinisi imengenai ipengertian itindak ipidana 

ioleh ipara ipakar ihukum iterbagi idalam idua ipandangan/aliran iyang isaling ibertolak 

ibelakang, iyaitu i: 

a. Pandangan/Aliran iMonistis 

Yaitu ipandangan/aliran iyang itidak imemisahkan iantara ipengertian iperbuatan 

ipidana idengan ipertanggungjawaban ipidana. 

b. Yaitu ipandangan/aliran iyang imemisahkan iantara idilarangnya isuatu iperbuatan 

ipidana i(criminal iact iatau iactus ireus) idan idapat idipertanggungjawabkan isi 

ipembuat i(criminal iresponsibility iatau imens irea). iDengan ikata ilain ipandangan 

idualistis imemisahkan ipengertian iperbuatan ipidana idengan ipertanggung 

ijawaban ipidana.28 

 

2. Unsur-Unsur iTindak iPidana 

Tiga imasalah isentral/pokok idalam ihukum ipidana iberpusat ikepada iapa iyang idisebut 

idengan itindak ipidana i(criminal iact, istrafbaarfeit, idelik, iperbuatan ipidana), 

ipertanggung ijawaban ipidana i(criminal iresponsibility) idan imasalah ipidana idan 

ipemidanaan. iIstilah itindak ipidana imerupakan imasalah iyang iberhubungan ierat 

idengan imasalah ikriminalisasi i(criminal ipolicy) iyang idiartikan isebagai iproses 

ipenetapan iperbuatan iorang iyang isemula ibukan imerupakan itindak ipidana imenjadi 

itindak ipidana, iproses ipenetapan iini imerupakan imasalah iperumusan iperbuatan-

perbuatan iyang iberada idi iluar idiri iseseorang.29
 iPandangan iini imembawa 

ikonsekuensi idalam imemberikan ipengertian itindak ipidana. i 

Aliran iMonistis idalam imerumuskan ipengertian itindak ipidana idilakukan idengan 

imelihat i“keseluruhan isyarat iadanya ipidana iitu ikesemuanya imerupakan isifat idari 

ipembuat”, isehingga idalam imerumuskan ipengertian itindak ipidana iia itidak 

imemisahkan iunsur-unsur itindak ipidana, imana iyang imerupakan iunsur iperbuatan 

 
27

 iM. iHamdan, iTindak iPidana iPencemaran iLingkungan iHidup i(Bandung: iMandar iMaju, i2000) ihlm. 

i35. 
28

 iTri iAndrisman, iHukum iPidana: iAsas-Asas iDan iDasar iAturan iUmum iHukum iPidana iIndonesia 

i(Bandar iLampung: iUniversitas iLampung, i2009) ihlm. i69. 
29

 iRasyid iAriman idan iFahmi iRaghib, iHukum iPidana, i(Malang: iSetara iPress, i2016), ihlm. i57. 
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ipidana idan imana iyang iunsur ipertanggungjawaban ipidana. iAliran idualistis idalam 

imemberikan ipengertian itindak ipidana imemisahkan iantara iperbuatan ipidana idan 

ipertanggungjawaban ipidana. iPada ihakikatnya itiap-tiap iperbuatan ipidana iharus 

iterdiri idari iunsur-unsur ilahiriah i(fakta) ioleh iperbuatan, imengandung ikelakuan idan 

iakibat iyang iditimbulkan ikarenanya. iKeduanya imemunculkan ikejadian idalam ialam 

ilahir i(dunia). i

30
 iMenurut iMoeljanto ibahwa iunsur-unsur iperbuatan ipidana iyaitu:31 

1. Kelakuan idan iakibat iperbuatan; 

2. Hal iikhwal iyang imenyertai iperbuatan; i 

3. Keadaan itambahan iyang imemberatkan ipidana; 

4. Unsur imelawan ihukum iyang iobyektif; 

5. Unsur imelawan ihukum iyang isubyektif. i 

Menurut iYulies iTiena iMasriani, iunsur-unsur iperistiwa ipidana iditinjau idari idua isegi, 

iyaitu: 

1. Dari isegi iobyektif iberkaitan idengan itindakan, iperistiwa ipidana iadalah 

iperbuatan iyang imelawan ihukum iyang isedang iberlaku, iakibat iperbuatan iitu 

idilarang idan idiancam idengan ihukuman. 

2. Dari isegi isubyektif, iperistiwa ipidana iadalah iperbuatan iyang idilakukan 

iseseorang isecara isalah. iUnsur-unsur ikesalahan isi ipelaku iitulah iyang 

imengakibatkan iterjadinya iperistiwa ipidana. iUnsur ikesalahan iitu itimbul idari iniat 

iatau ikehendak isi ipelaku. iJadi, iakibat idari iperbuatan iitu itelah idiketahui ibahwa 

idilarang ioleh iUndangUndang idan idiancam idengan ihukuman. iJadi, imemang iada 

iunsur ikesengajaan. 

Menurut iWirdjono iProdjodikoro, iunsur-unsur idari iperbuatan ipidana, iyaitu: 

1. Subjek itindak ipidana; 

2. Perbuatan idari itindak ipidana; 

3. Hubungan isebab-akibat i(causaal iverban) 

4. Sifat imelanggar ihukum i(onrechtmatigheid); 

5. Kesalahan ipelaku itindak ipidana; 

6. Kesengajaan i(opzet). 

Unsur iPerbuatan iPidana, iyaitu: 

1. Unsur iUndang-Undang idan iyang idi iluar iUndang iUndang; 

2. Sifat imelawan ihukum iatau ikesalahan isebagai iunsur idelik; 

3. Unsur itertulis idari irumusan idelik iatau ialasan ipenghapus ipidana; 

4. Pada iumumnya idelik iterdiri idari idua iunsur ipokok, iyaitu iunsur ipokok iyang 

isubyektif idan iunsur ipokok iyang iobyektif: 

a. Asas ihukum ipidana i“tidak iada ihukuman itanpa iada ikesalahan”. iKesalahan 

iyang idimaksud iadalah ikesengajaan idan ikealpaan. iPada iumumnya ipara ipakar 

itelah imenyetujui ibahwa ikesengajaan iada itiga ibentuk, iyaitu: 

1. Kesengajaan isebagai imaksud; 

 
30

 iIbid. ihlm. i71. 
31

 iFykri iAdam iand iDian iAlan iSetiawan, i“Kajian iKriminologis iTindak iPidana iPembunuhan iDengan 

iCara iMutilasi iDalam iHukum iPidana iPositif iDi iIndonesia,” iProsiding iIlmu iHukum i7 i(2021): ihlm. 

i867. 
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2. Kesengajaan idengan ikeinsyafan ipasti; 

3. Kesengajaan idengan ikeinsyafan ikemungkinan. 

Kealpaan iadalah ibentuk ikesalahan iyang ilebih iringan idari ikesengajaan. 

iKealpaan iterdiri iatas idua ibentuk, iyaitu: 

1. Tidak iberhati-hati; 

2. Dapat imenduga iakibat iperbuatan iitu. 

b. Unsur iPokok iobyektif, iUnsur iobyektif iterdiri idari: 

1. Perbuatan imanusia; 

2. Akibat idari iperbuatan imanusia; 

3. Keadaan-keadaan ipada iumumnya ikeadaan iini idibedakan iantara ikeadaan 

ipada isaat iperbuatan idilaksanakan idan ikeadaan isetelah iperbuatan 

idilakukan; 

4. Sifat idapat idihukum idan isifat imelawan ihukum. 

Selanjutnya iSatochid iKartanegara idalam ibuku i“hukum ipidana ibagian isatu” 

iyang idikutif ioleh iLeden iMarpaung ibahwa iunsur idelik iterdiri idari iunsur 

isubyektif idan iunsur iobyektif. i 

a. Unsur iobyektif iyang iterdapat idi iluar imanusia, iyaitu i: i 

1. Suatu itindakan; 

2. Suatu iakibat; 

3. Keadaan. 

b. Unsur isubyektif idari iperbuatan; 

1. Dapat idipertanggungjawabkan; 

2. Kesalahan. 

 

Kedua ialiran/pandangan itersebut itidak iterdapat iperbedaan iyang imendasar/prinsipil. 

iPerlu idiperhatikan iadalah ibagi imereka iyang imenganut ialiran iyang isatu, ihendaknya 

imemegang ipendirian iitu isecara ikonsekuen, iagar itidak iada ikekacauan ipengertian. 

iDengan idemikian idalam imempergunakan iistilah i“Tindak iPidana” iharuslah ipasti 

ibagi iorang ilain. iSeseorang iyang imelakukan itindak ipidana iitu isudah idapat idipidana, 

isedangkan ibagi iorang iyang imenganut ipandangan idualistis, isama isekali ibelum 

imencukupi isyarat ipertanggungjawaban ipidana iyang iada ipada iorang iyang iberbuat.32
 

iTindak ipidana ipada idasarnya icenderung imelihat ipada iperilaku iatau iperbuatan i(yang 

imengakibatkan) iyang idilarang ioleh iundang iundang. ihal-hal iyang idiatur iperundang-

undangan itidak itermasuk idalam ipembahasan. iTindak ipidana ikhusus iini idiatur idalam 

iundang-undang idi iluar ihukum ipidana iumum.33  

 
32

 iIbid. ihlm. i75 
33

 iIbid. ihlm. i77 



20 

 

 

B. Tinjauan iUmum iTindak iPidana iPerpajakan 

1. Pengertian iTindak iPidana iPerpajakan 

Tindak ipidana iperpajakan ididasari ioleh iopzet ipelaku idengan icara imeminimalisir 

irisiko itentang ikewajibannya idalam ihal ipembayaran ipajak. iOleh ikarena iitu, ipelaku 

ipenggelapan ipajak iselalu imenyembunyikan iatau imenguraikan iasal-usul i“hasil 

ikejahatan” i(proceeds iof icrime) idengan icara imelakukan itindak ipidana ilanjutan iyaitu 

itindak ipidana ipencucian iuang. iTindak ipidana ipencucian iuang idigunakan iuntuk 

imemaksimalkan iutilitas ibayangan idari ipendapatan ipenggelapan ipajak. iKemudian 

idiperlukan iPrinsip-prinsip itransaksi ikeuangan idiatur idalam iUndang-Undang iNomor 

i8 iTahun i2010 itentang iPencegahan idan iPemberantasan iTindak iPidana iPencucian 

iUang. iUnsur idari ipencucian iuang imerupakan iTransaksi iKeuangan iMencurigakan 

i(TKM) idan itransaksi ikeuangan iyang idilakukan isecara itunai ibelum idilaporkan idan 

imendapat ipersetujuan idari iPusat iPelaporan idan iAnalisis iTransaksi iKeuangan 

i(PPATK). 

Tindak ipidana iperpajakan idikenal idua ibentuk iperbuatan imelanggar ihukum iyaitu 

ipenghindaran ipajak i(tax iavoidance) idan ipenggelapan ipajak i(tax ievation). iKemudian 

iantara ipenghindaran ipajak idan ipenggelapan ipajak imemiliki isatu itujuan iyaitu iguna 

imeminimalisasi ibeban ipajak, inamun ikeduanya imemiliki iperbedaan idari iaspek 

ilegalitasnya. iAspek ilegalitas idari ipenggelapan ipajak iterdapat ipada ikoreksi 

iadministratif idari ipengeluaran iketetapan ipajak iatau isanksi ipidana, isedangkan iaspek 

ilegalitas ipenghindaran ipajak iadalah imencegah ikoreksi iadministratif idan 

imenimbulkan irasa ifrustasi idan iadministrasi ipajak. iOleh ikarena iitu, iuntuk imengukur 

idalam ititik itegas ihitam iatau iputih iyang itergolong ipenggelapan ipajak idiperlukan 

itindak ilanjut ipenyidikan idan ipenuntutan ipidana iatau ibahkan icukup idengan ikoreksi 

iadministrasi isaja. iDengan icara ibegitu imemudahkan imelewati ibatas ikegiatan 

iekonomi ilegal idan iformal imenuju ikegiatan iekonomi iinformal idan iilegal. 

Wajib ipajak iOrang iPribadi i(WPOP) ienggan imembayar ipajak idikarenakan 

iberanggapan imembayar ipajak iakan imengurangi ipenghasilan ipekerjaan, ioleh ikarena 

iitu iWajib ipajak iOrang iPribadi i(WPOP imenganggap imembayar ipajak iseminim 

iapapun iatau itidak imembayar isama isekali. iBeberapa ifaktor iyang idapat 

imempengaruhi idari itindakan ipenggelapan ipajak, iyaitu: 
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1. Faktor iSistem iPerpajakan 

Faktor isistem iperpajakan imempunyai itiga isistem isebagai ipenerimaan ipajak iyaitu 

iyakni iself iassessment isystem, iwithholding isystem, idan iofficial iassessment isystem.34
 

iSalah isatu isistem iyang idianut ioleh iNegara iIndonesia iialah iself iassesment isystem 

iyang iberarti iwajib ipajak idiberi ikepercayaan idan itanggung ijawab isepenuhnya iuntuk 

imelaksanakan ikewajiban iperpajakan iseperti imenghitung, imenyetor, idan 

imelaporkan ibesarnya ipajak iterutang ikepada ikantor ipelayanan ipajak. 

2. Faktor iTarif iPajak 

Penggunaan isistem iini idijadikan isebagai ialat iuntuk isistem iperpajakan imengambil 

iatau imemungut ipajak idari imasyarakat iuntuk imembiayai ipembangunan idan 

ipengeluaran ipublik ilainnya. iPersentase ipenghitungan itarif ipajak idiambil idari ipajak 

iyang iterutang. iBerdasarkan ipenghitungan iini iasas ikeadilan iharus imenjadi idasar 

idalam ipenetapannya. iSehingga isyarat idalam ipemungutan ipajak iharus imemiliki 

iprinsip imenciptakan ikeseimbangan ibagi iseluruh irakyat.35 

3. Faktor iPemahaman iPerpajakan 

Pemahaman iperpajakan itercantum ipada ipedoman iPeraturan iDirektur iJenderal iPajak 

iNomor i: iPER-03/PJ/2013 iyang imemuat inasehat iperpajakan iguna imeningkatkan 

ipemahaman idan iketerampilan iWajib ipajak iOrang iPribadi i(WPOP) iagar ilebih 

imeningkat, iperilaku idari iWajib ipajak iOrang iPribadi i(WPOP) iagar imemberikan 

iperubahan idalam imemahami, idan ikesadaran iuntuk imemenuhi ikewajiban 

imelaksanakan ipajak iterutangnya. iOleh ikarena iitu, iWajib ipajak iOrang iPribadi 

i(WPOP) ilebih ipaham idengan ifungsi iperpajakan idi iIndonesia.36
 iSelanjutnya 

igambaran iumum imengenai itindak ipidana ipajak isebagaimana idiatur idalam iUndang- 

iUndang iKetentuan iUmum iDan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP) isebagai iberikut:37 

 
34

 i iDesmon, iDesmon, iand iHairudin iHairudin. i"Pengaruh iSelf-Assessment iSystem iDan iPenerbitan 

iSurat iTagihan iPajak iTerhadap iPenerimaan iPajak iPertambahan iNilai i(Study iKasus ipada iKPP 

iPratama iKedaton iBandar iLampung)." iTarget: iJurnal iManajemen iBisnis i2.1 i(2020): ihlm. i47 
35

 i iAfifah, iMutia iDianti, iand iMhd iHasymi. i"Pengaruh iprofitabilitas, ileverage, iukuran iperusahaan, 

iintensitas iaset itetap idan ifasilitas iterhadap imanajemen ipajak idengan iindikator itarif ipajak iefektif." 

iJournal iof iaccounting iScience i4.1 i(2020): ihlm. i31. 
36

 iJati, iN. iK. iM., iand iI. iK. iPranata. i"Pengaruh iKualitas iPelayanan, iPengetahuan iPerpajakkan idan 

iBiaya iKepatuhan ipada iKepatuhan iWajib ipajak iKendaraan iBermotor." iE-Jurnal iAkuntansi 

iUniversitas iUdayana i(2018): ihlm. i24. 
37

 iDjafar iSaidi, iMuhammad. i"Pembaruan ihukum ipajak." i iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta i(2007). 

ihlm. i15 
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1. Tindak iPidana iPajak iyang idilakukan ioleh iWajib ipajak: 

a. Tidak imendaftarkan idiri iatau imelaporkan iusahanya; 

b. Tidak imenyampaikan isurat ipemberitahuan; 

c. Pemalsuan isurat ipemberitahuan; 

d. Menyalahgunakan inomor ipokok iWajib ipajak; 

e. Menggunakan itanpa ihak inomor ipokok iWajib ipajak; 

f. Menyalahgunakan ipengukuhan ipengusaha ikena ipajak; 

g. Menggunakan itanpa ihak ipengukuhan ipengusaha ikena ipajak; 

h. Menolak iuntuk idiperiksa; 

i. Pemalsuan ipembukuan, ipencatatan, iatau idokumen ilain; 

j. Tidak imenyelenggarakan ipembukuan, iatau ipencatatan idi iIndonesia; 

k. Tidak i memperlihatkan i atau i tidak i meminjamkan i buku, i catatan, 

i atau idokumen ilain; 

l. Tidak i menyimpan i buku, i catatan, i atau i dokumen i yang i menjadi i dasar 

ipembukuan iatau ipencatatan; 

m. Tidak imenyetor ipajak iyang itelah idipotong iatau idipungut; 

n. Menerbitkan idan iatau iatau imenggunakan ifaktur ipajak, ibukti ipemungutan 

ipajak, ibukti ipemotongan ipajak idan iatau iatau ibukti isetoran ipajak; 

o. Menerbitkan ifaktur ipajak itetapi ibelum idikukuhkan isebagai ipengusaha ikena 

ipajak; 

p. Tidak imemberi iketerangan iatau ibukti; 

q. Menghalangi iatau imempersulit ipenyidikan; 

r. Tidak imemenuhi ikewajiban imemberikan idata iatau iinformasi; 

s. Tidak iterpenuhi ikewajiban ipejabat idan ipihak ilain; 

t. Tidak imemberikan idata idan iinformasi iperpajakan; 

u. Menyalahgunakan idata idan iinformasi iperpajakan. 

2. Tindak iPidana iPajak iyang idilakukan ioleh iPegawai iPajak. 

a. Menghitung iatau imenetapkan ipajak; 

b. Bertindak idi iluar ikewenangan; 

c. Melakukan ipemerasan idan ipengancaman; 

d. Penyalahgunaan ikekuasaan. 

3. Tindak ipidana ipajak iyang idilakukan ioleh iPejabat iPajak 

a. Tidak imenenuhi ikewajiban imerahasiakan irahasia iWajib ipajak; 

b. Tidak idipenuhi ikewajiban imerahasiakan irahasia iWajib ipajak. 

4. Tindak ipidana ipajak iyang idilakukan ioleh iPihak iKetiga 

a. Menyuruh imelakukan i(Doenplegen); 

b. Turut imelakukan i(Medeplegen); 

c. Menganjurkan imelakukan i(Uitlokking); 

Tindak ipidana ipajak iitu isendiri imerupakan isuatu iperistiwa iatau itindakan imelanggar 

ihukum ipajak iatau iundang-undang ipajak iyang idilakukan ioleh iseseorang, iyang imana 

itindakannya itersebut idapat idipertanggungjawabkan ioleh iundang-undang ipajak iyang 

itelah idinyatakan isebagai isuatu iperbuatan ipidana iyang idapat idihukum idalam 

iperaturan iperundang iundangan iperpajakan. i 
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C. Tinjauan iUmum iAsas iPrimum iremedium idalam iTindak iPidana 

iPerpajakan 

Asas iPrimum iremedium imerupakan ilangkah iutama iyang idigunakan iuntuk 

imenegakkan ihukum ipidana. iAsas iini imenekankan ibahwa ihukum ipidana iadalah isatu-

satunya icara iyang ibisa iditempuh idalam ipenegakan ihukum. iDengan ikata ilain, itidak 

iada ialternatif ilain isebagai idasar iatau ifondasi iuntuk imenegakkan isuatu ihukum. 

iPrimum iremedium iadalah ikebalikan idari iultimum iremedium, idi imana ipenegakan 

ihukum ipidana imelalui isanksi ipidana iberupa ipengenaan ipenderitaan iterhadap 

iseseorang imaupun ikorporasi ilebih idiutamakan idalam ipenegakkan ihukum.38
 iUntuk 

imembuat ipelaku imembayar ikerugian ipada ipendapatan inegara iitu isulit, ioleh isebab 

iitu istrategi idipidanakan idahulu iagar imemberikan itekanan iuntuk imemulihkan 

ikerugian inegara ikepada ipelaku idinilai isebagai ilangkah ipenting isebelum iupaya ilain 

idijalankan.39 

Primum iremedium idapat iditerapkan ipada ibeberapa ikasus, imisalnya idalam 

ipenyelesaian isengketa iantara idua ipihak. iContohnya, ijika idua ipihak imemiliki 

isengketa iterkait ihak imilik itanah, imaka iprimum iremedium iyang idapat idiambil iadalah 

imediasi iatau inegosiasi. iTindakan iini idianggap isebagai icara iyang ipaling isederhana 

idan iefektif iuntuk imenyelesaikan imasalah itanpa imelibatkan ipengadilan iatau 

itindakan ihukum iyang ilebih idrastis.40
 iNamun, itidak isemua imasalah idapat 

idiselesaikan idengan iprimum iremedium. iJika imasalah iterlalu ikompleks iatau itindakan 

ipertama iyang idiambil itidak iberhasil imenyelesaikan imasalah, imaka ipenggunaan 

iultimum iremedium imungkin idiperlukan. 

Primum iremedium idigunakan isebagai itindakan ipertama iyang idiambil idalam 

imenyelesaikan imasalah, isedangkan iultimum iremedium idigunakan isebagai itindakan 

iterakhir iyang idiambil iketika itindakan ipertama itidak iberhasil. i

41Primum iremedium 

 
38

 iShafira, iM., iAchmad, iD., iCemerlang, iA. iM., iDarmawan, iS. iM., i& iPutri, iR. iM. iS. i(2022). iSistem 

iPeradilan iPidana. iBandar iLampung, iPusaka iMedia. 
39

 iKhairani iAisya iAmira iSiregar, iDona iRaisa iMonica, iand iEmilia iSusanti, i“Analisis iPenerapan iAsas 

iUltimum iRemedium iTerhadap iAnak iPelaku iTindak iPidana iPersetubuhan: iStudi iPutusan iNomor: 

i15/Pid.Sus iAnak/2022/PT.Sby,” iJurnal iIlmiah iHukum iDan iHak iAsasi iManusia i4, ino. i1 i(2024): i1–9, 

ihttps://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3006. 
40

 iMudrika, iM., iSriwidodo, iJ., i& iDewi, iD. iS. i(2023). iPenerapan iRestorative iJustice iTindak iPidana 

iKorupsi iDengan iNominal iKecil iDalam iSistem iPeradilan iPidana iDi iIndonesia. iSENTRI: iJurnal iRiset 

iIlmiah, i2(12), ihlm. i22 
41

 iAlfarisy, iS., iTias, iN. iN., i& iSahbudin, iJ. i(2021). iPelanggaran iProtokol iKesehatan iCovid-19: 
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idianggap isebagai icara iyang ilebih isederhana idan iefektif iuntuk imenyelesaikan 

imasalah. iPrimum iremedium ibertujuan iuntuk imencegah ikerusakan ilebih ilanjut idan 

imeminimalkan ikerugian. iPenggunaan iPrimum iremedium idapat imeningkatkan 

iefektivitas idan iefisiensi ihukum idalam imenyelesaikan imasalah. iDengan imengambil 

itindakan iyang isederhana iterlebih idahulu, ikerugian idapat idiminimalkan idan imasalah 

idapat idiselesaikan idengan icepat. iHal iini ijuga idapat imengurangi ibiaya iyang 

idiperlukan idalam iproses ihukum. iPenggunaan iPrimum iremedium idapat imembantu 

imengatasi imasalah itanpa iharus imenghukum isalah isatu ipihak. 

Sistem iperpajakan idi iIndonesia, iasas iPrimum iremedium idiatur idalam iUndang-

Undang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP). iMenurut iUU iKUP, 

isanksi ipidana ihanya iakan iditerapkan ijika iwajib ipajak isecara isengaja itidak imemenuhi 

ikewajiban iperpajakannya isetelah imelalui iproses iadministratif idan iupaya 

ipenagihan.42
 iBeberapa icontoh ipenerapan iasas iini idalam itindak ipidana iperpajakan 

imeliputi iPenerbitan iSurat iTeguran idan iSurat iPaksa iSebelum imenjatuhkan isanksi 

ipidana, iotoritas ipajak iakan imengeluarkan isurat iteguran iatau isurat ipaksa iuntuk 

imeminta iwajib ipajak imemenuhi ikewajibannya. i 

Penerapan iSanksi iAdministratif iwajib ipajak iyang iterlambat imelaporkan iatau 

imembayar ipajak iakan idikenakan isanksi iadministratif iseperti idenda iatau ibunga 

isebelum iproses ihukum ipidana idipertimbangkan. iproses ipenagihan iaktif iotoritas 

ipajak iakan imelakukan iupaya ipenagihan iaktif, iseperti ipenyitaan iaset, isebelum 

imemutuskan iuntuk imenempuh ijalur ipidana.43
 iTujuan iutama ipenerapan iasas iPrimum 

iremedium idalam itindak ipidana iperpajakan iMendorong iKepatuhan iSukarela. iAsas 

iPrimum iRemedium imemainkan iperan ipenting idengan imenekankan ipendekatan 

iyang ilebih ilunak idan iedukatif isebelum imenggunakan isanksi ipidana  

 
iUltimum iRemedium iAtau iPrimum iRemedium i(Studi iKasus iMRHS). iIndonesia iCriminal iLaw 

iReview, i1(1), ihlm. i11 
42

 iPriyono, iA. iP., i& iIntarti, iA. i(2019). iPenegakkan iHukum iSanksi iPidana iPerpajakan iBerdasarkan 

iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 iTentang iKetentuan iUmum idan iTata iCara iPerpapajakan 

iDikaitkan idengan iAsas iUltimum iRemedium. iWacana iParamarta: iJurnal iIlmu iHukum, i18(1), ihlm. 

i8 
43

 iKartika, iS. iD., i& iSaputra, iN. iP. i(2021). iTanggung iJawab iNegara idalam iPenanganan iAset iTindak 

iPidana. iPublica iIndonesia iUtama. ihlm. i134 
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D. Dasar iPertimbangan iHakim idalam iMenjatuhkan iPutusan 

kehakiman iadalah ilembaga iyang imenentukan ipelaksanaan ihukum ipositif imelalui 

iputusan-putusannya. iMeskipun iperaturan iperundang-undangan idi isuatu inegara 

imungkin idibuat iuntuk imenjamin ikesejahteraan imasyarakat, iperaturan-peraturan 

itersebut imenjadi itidak iberarti itanpa ikeberadaan ikekuasaan ikehakiman iyang 

iindependen, iyang idiwujudkan imelalui isistem iperadilan iyang ibebas idan itidak 

imemihak. i 

Pasal i14 iAyat i(1) iUndang-Undang iNomor i48 iTahun i2009 itentang iKekuasaan 

iKehakiman, ikeputusan idiambil imelalui isidang ipermusyawaratan ihakim iyang 

ibersifat irahasia. iPasal i14 iAyat i(2) imenegaskan ibahwa isetiap ihakim idiwajibkan 

imenyampaikan ipertimbangan iatau ipendapat itertulis idalam isidang ipermusyawaratan 

iterkait iperkara iyang isedang idiperiksa, idan ihal iini imenjadi ibagian iintegral idari 

iputusan. iPutusan ihakim imerupakan ipuncak idari isuatu iperkara iyang idiperiksa idan 

idiadili ioleh ihakim. iHakim imemberikan ikeputusannya imengenai ihal-hal isebagai 

iberikut: 

1. Keputusan imengenai iperistiwanya, iapakah iterdakwa imelakukan iperbuatan iyang 

idituduhkan ikepadanya; 

2. Keputusan imengenai ihukumnya, iapakah iperbuatan iyang idilakukan iterdakwa iitu 

imerupakan isuatu itindak ipidana idan iapakah iterdakwa ibersalah idan idapat 

idipidana; 

3. Keputusan imengenai ipidananya, iapabila iterdakwa idapat idipidana. 

Menurut iMackenzie iTerdapat ibeberapa iteori iatau ipendekatan iuntuk imemutuskan 

isuatu iperkara iyang idapat idi ipergunakan ioleh ihakim idalam imempertimbangkan 

ipenjatuhan iputusan, iyaitu isebagai iberikut:44 

1. Teori iKeseimbangan 

Teori ikeseimbangan iyakni ikeseimbangan iantara isyarat-syarat iyang itelah iditentukan 

ioleh iundang-undang idan ikepentingan ipihak-pihak iyang ibersangkutan idengan 

iperkara.45 

2. Teori iPendekatan iSeni idan iInstitusi 

Penjatuhan iputusan ioleh ihakim imerupakan idiskresi iatau ikewenangan idari ihakim. 

iSebagai idiskresi idalam ipenjatuhan isebuah iputusan imaka ihakim iakan imenyesuaikan 

 
44

 iSudarto, iHukum idan iHukum iPidana. iAlumni. iBandung, i1986, ihlm. i74. 
45

 iAhmad iRifai, iop icit ihlm. i102 
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idengan ikeadaan idan ihukuman iyang iwajar ibagi isetiap ipelaku, ihakim iakan imelihat 

ikeadaan ipihak iyang iberperkara. iPenjatuhan iputusan, ihakim imenggunakan 

ipendekatan iseni, iditentukan ioleh iinsting iatau iintuisi idaripada ipengetahuan ihakim.46 

3. Teori iPendekatan iKeilmuan 

Titik itolak idari iilmu iini iadalah ipemikiran ibahwa iproses ipenjatuhan ipidana iharus 

idilakukan isecara isistematik idan ipenuh ikehati-hatian ikhususnya idalam ikaitannya 

idengan iputusan-putusan iterdahulu idalam irangka imenjamin ikonsistensi idari iputusan 

ihakim.47 

4. Teori iPengalaman 

Pengalaman idari iseorang ihakim imerupakan ihal iyang idapat imembantunya idalam 

imenghadapi iperkara-perkara iyang iditanginya isehari-hari, ikarena idengan 

ipengalaman iyang idimilikinya iseorang ihakim idapat imengetahui ibagaimana idampak 

idari iputusan iyang idijatuhkan idalam isuatu iperkara ipidana, iyang iberkaitan idengan 

ipelaku, ikorban imaupun imasyarakat, iataupun idampak iyang iditimbulkan idalam 

iputusan iperkara iperdata iyang iberkaitan idengan ipihak-pihak iyang iberperkara idan 

ijuga imasyarakat.48 

5. Teori iRasio iDecicendi 

Teori iini ididasari ipada ilandasan ifilsafat iyang imempertimbangkan isegala iaspek iyang 

iberkaitan idengan ipokok iperkara iyang idisengketakan ikemudian imencari iperaturan 

iperundang-undangan iyang irelevan idengan ipokok iperkara iyang idisengketakan 

isebagai idasar ihukum idalam ipenjatuhan iputusan iserta ipertimbangan ihakim iharus 

ididasarkan ipada imotivasi iyang ijeas iuntuk imenegakkan ihukum idan imemberikan 

ikeadilan ibagi ipihak-pihak iyang iberperkara.49 

6. Teori iKebijaksanaan i 

Teori iini imemiliki iaspek iyang imenekankan ibahwa ipemerintah, imasyarakat, 

ikeluarga, idan iorang itua iikut ibertanggung ijawab iuntuk imembimbing, imendidik, 

imembina, idan imelindungi iterdakwa, iagar ikelak iterdakwa idapat imenjadi imanusia 

iyang iberguna ibagi ikeluarga, imasyarakat, ibangsa, iserta inegaranya. iKebebasan ihakim 

idalam imengadili isuatu iperkara imerupakan imahkota ibagi ihakim idan iharus idikawal 

iserta idihormati ioleh isemua ipihak, isehingga itidak iada iyang idapat imengintervensi 

ihakim idalam imenjalankan itugas idan iwewenangnya.50 

Keputusan ihakim imerupakan ielemen ipenting idan idiperlukan idalam ipenyelesaian 

iperkara ipidana. iKeputusan itersebut imemiliki ikegunaan isignifikan ibagi iterdakwa 

iuntuk imemperoleh ikepastian ihukum imengenai istatusnya, iseperti imenerima iputusan, 

imengajukan iupaya ihukum ibanding, ikasasi, iatau igrasi, imentalitas, idan imoralitas idari 

ihakim iyang ibersangkutan.51  

 
46

 iIbid. ihlm. i105. 
47

 iIbid. ihlm. i106. 
48

 iIbid, ihlm. i108. 
49

 iIbid, ihlm. i110. 
50

 iIbid, ihlm. i112. 
51

 iLilik iMulyadi, iOp.Cit., ihlm. i152-153. 
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E. Tinjauan iTujuan iPemidanaan 

Sistem ihukum ipidana iIndonesia imengadopsi ipendekatan iteori igabungan 

i(kombinasi), iyaitu imengombinasikan iberbagai itujuan ipemidanaan, iseperti ipidana 

isebagai ipembalasan, ipencegahan, irehabilitasi, idan ipelindungan imasyarakat. 

iMenurut iAndi iHamzah, iteori igabungan iada iyang imenitikberatkan ikepada 

ipembalasan idan iada ipula iyang imenginginkan isupaya iunsur ipembalasan iseimbang 

idengan iunsur ipencegahan.52
 i i 

Pendekatan igabungan iini isalah isatunya iterlihat idalam iUndang-Undang iNomor i1 

iTahun i2023 itentang iKUHP iNasional iPada iBab iIII iBagian iKesatu imembahas 

imengenai itujuan idan ipedoman ipemidanaan iyaitu iPasal i51 iyang imenerangkan ibahwa 

itujuan idari ipemidanaan iadalah: 

e. Mencegah idilakukannya itindak ipidana idengan imenegakkan inorma ihukum idemi 

ipelindungan idan ipengayoman imasyarakat. 

f. memasyarakatkan iterpidana idengan imengadakan ipembinaan idan 

ipembimbingan iagar imenjadi iorang iyang ibaik idan iberguna; i 

g. menyelesaikan ikonflik iyang iditimbulkan iakibat itindak ipidana, imemulihkan 

ikeseimbangan, iserta imendatangkan irasa iaman idan idamai idalam imasyarakat; 

h. dan imenumbuhkan irasa ipenyesalan idan imembebaskan irasa ibersalah ipada 

iterpidana. i 

Penerapan iteori igabungan idalam iKUHP iNasional iini imemungkinkan ihakim 

imempertimbangkan iberbagai itujuan ipemidanaan idan imenentukan ijenis ihukuman 

iyang ipaling isesuai idengan isituasi idan ikebutuhan ikasus itertentu. iimplementasi iteori 

igabungan idi iIndonesia iadalah isebagai iberikut:53 

5. Pembalasan i(Retributif) 

Tujuan ipemidanaan isebagai ipembalasan ibukanlah itujuan iutama, inamun ielemen 

iini itetap iada idi iIndonesia, iterutama iuntuk ikejahatan iserius iseperti ipembunuhan 

idan ikorupsi. iHukuman idiberikan isesuai idengan iberatnya ikejahatan isebagai 

ibentuk ikeadilan ibagi ikorban. 

6. Pencegahan i 

Teori iini imenekankan ipada ipencegahan iatas iterjadinya ikejahatan iguna 

imelindungi imasyarakat. iKemudian, iterdapat idua itipe ipencegahan, iyaitu: 

 
52

 iRumadan, iI. i(2013). iProblem iLembaga iPemasyarakatan iDi iIndonesia iDan iReorientasi iTujuan 

iPemidanaan. iJurnal iHukum idan iPeradilan, i2(2), ihlm. i263 
53https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-

lt674e50ca59f0e/ idiakses ipada i11 iJanuari i2025 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/


28 

 

 

c. Pencegahan iPreventif iyang iterlihat ipada ihukuman iyang ibertujuan iuntuk 

imembuat ijera ipelaku, isehingga ipelaku itidak imengulangi iperbuatannya. 

iMisalnya, ipidana ipenjara idan ipidana imati iyang imasih idiberlakukan idalam 

isistem ihukum ipidana iIndonesia, ibertujuan imencegah ipelaku imengulangi 

ikejahatannya ikembali. i 

d. Pencegahan iRepresif iditerapkan imelalui ihukuman iyang imemberikan iefek 

ijera ibagi imasyarakat iluas. iDengan iadanya iancaman ihukuman ipidana iyang 

icukup iberat idi iIndonesia, idi imana imasih iberlaku ihukuman imati, ihukuman 

ipenjara iwaktu itertentu idan ipenjara iseumur ihidup, imasyarakat idiharapkan 

imemahami ikonsekuensi idari itindak ipidana idan iterdorong iuntuk imematuhi 

ihukum. i 

7. Rehabilitasi i 

Aspek irehabilitasi ijuga idianggap ipenting idalam isistem ihukum ipidana 

iIndonesia, iterutama ibagi ipelaku iyang idianggap imasih idapat idiperbaiki. 

iKetentuan itersebut imencerminkan ibahwa isistem ipemidanaan idi iIndonesia ijuga 

ifokus ipada iaspek ipemulihan, ibukan isekadar ihukuman. iDalam ihal iini itujuan 

iutamanya iadalah iagar ipelaku idapat ikembali imenjadi ianggota imasyarakat iyang 

ibaik. i 

8. Restoratif i 

Pendekatan irestoratif isudah idiperkenalkan idalam iproses ipenyelesaian iperkara 

ipidana idi iIndonesia. iBeberapa ikasus itertentu idapat idiselesaikan idengan 

iprosedur imediasi iatau imusyawarah iantara ipihak-pihak iyang iterlibat idalam 

iperkara, iseperti ipelaku, ikorban, ijuga ianggota imasyarakat ilainnya itanpa iproses 

iperadilan iformal idi ipengadilan. iPerlu idipahami ibahwa ipenyelesaian iperkara 

imelalui ipendekatan ikeadilan irestoratif itidak iberarti imenghilangkan isanksi 

ipidana ibagi ipelaku ikejahatan. 

 

Penerapan ihukuman ipidana iharuslah iuntuk itujuan ikesejahteraan imasyarakat 

i(welfare istate) idengan ipendekatan ikeadilan irestoratif i(restorative ijustice). i iTujuan 

ipemidanaan idalam iKUHP inasional imencerminkan ikeseimbangan iantara ikeadilan 

iretributif, iperlindungan imasyarakat, idan ipendekatan irestoratif iyang ilebih 

imanusiawi. iPemidanaan itidak ihanya ibertujuan iuntuk imenghukum, itetapi ijuga iuntuk 

imemulihkan, imendidik, idan imelindungi imasyarakat. iNamun, iuntuk imewujudkan 

itujuan-tujuan iini, idiperlukan iupaya iserius idari isemua ipihak, itermasuk ipemerintah, 

iaparat ipenegak ihukum, idan imasyarakat, iuntuk imemastikan ibahwa isistem 

ipemidanaan iberjalan isecara iadil, iefektif, idan iberkelanjutan. 

Tujuan ipemidanaan idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) iNasional 

iIndonesia idirancang iuntuk imenciptakan ikeseimbangan iantara ikeadilan, iketertiban, 

idan iperlindungan imasyarakat. iSalah isatu itujuan iutamanya iadalah iuntuk imencegah 

iterjadinya itindak ipidana, ibaik ioleh ipelaku iyang isama imaupun ioleh imasyarakat 

isecara iumum. iDengan imenjatuhkan isanksi ipidana iseperti idenda, ikurungan, iatau 
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ipenjara, idiharapkan itimbul iefek ijera iyang idapat imengurangi ikemungkinan 

iterjadinya ikejahatan idi imasa idepan. iHal iini imenunjukkan ibahwa ipemidanaan itidak 

ihanya ibersifat ireaktif, itetapi ijuga imemiliki ifungsi ipreventif iuntuk imenjaga istabilitas 

isosial. 

Selain iitu, ipemidanaan ibertujuan iuntuk imemberikan ihukuman iyang isetimpal ikepada 

ipelaku itindak ipidana isebagai ibentuk ipertanggungjawaban iatas iperbuatannya. 

iPrinsip ikeadilan iretributif imenekankan ibahwa isetiap ipelanggaran ihukum iharus 

idiikuti idengan isanksi iyang iproporsional isesuai idengan itingkat ikesalahan. iTujuan iini 

imenegaskan ibahwa ihukum iharus iditegakkan isecara iadil iagar inorma-norma isosial 

idan ihukum itetap idihormati. iDengan idemikian, ipemidanaan iberperan isebagai ialat 

iuntuk imenegakkan ikeadilan idan imemastikan ibahwa ipelaku imenerima ikonsekuensi 

iyang isesuai. 

Di isisi ilain, ipemidanaan ijuga imemiliki itujuan irehabilitatif idan ireintegrasi isosial. 

iMelalui iprogram irehabilitasi, ipelaku itindak ipidana idiberi ikesempatan iuntuk 

imemperbaiki idiri idan ibelajar idari ikesalahannya. iTujuan iini imencerminkan 

ipendekatan imodern idalam ipemidanaan iyang itidak ihanya ifokus ipada ipenghukuman, 

itetapi ijuga ipada ipemulihan idan ireintegrasi ipelaku ike idalam imasyarakat. iDengan 

idemikian, ipemidanaan itidak ihanya ibertujuan iuntuk imenghukum, itetapi ijuga iuntuk 

imemastikan ibahwa ipelaku idapat ikembali imenjadi ianggota imasyarakat iyang 

iproduktif idan ibermanfaat. iSecara ikeseluruhan, itujuan ipemidanaan idalam iKUHP 

iNasional imencerminkan iupaya iuntuk imenciptakan ikeadilan iyang iberkelanjutan idan 

imenjaga iketertiban isosial. 



 

 

 

 

 

III. METODE iPENELITIAN 

 

A. Pendekatan iMasalah 

Soerjono iSoekanto idan iSri iMamudji imenerangkan isuatu ipenelitian iilmiah imemiliki 

iidentitas imasing-masing. iPenelitian ihukum idapat i idilakukan idengan icara imencari 

ibahan-bahan ireferensi ikepustakaan idan iberbagai ibahan ilainnya.54
 iPendekatan iyang 

idigunakan idalam ipenelitian iini idi iantaranya iyaitu: 

1. Pendekatan iYuridis iNormatif 

Pendekatan iyang idilakukan iberdasarkan ibahan ihukum iutama, imenelaah ihal iyang 

ibersifat iteoritis iatau inormatif iyang imenyangkut iperaturan iperundang-undangan, 

iasas-asas ihukum, idan ikonsepsi ihukum. iPendekatan iini iberhubungan ierat idengan 

ipenerapan iasas iultimum iremedium ipada iperkara itindak ipidana ipajak, ikemudian 

idihubungkan idengan ianalisis idalam ipenerapan iasas iultimum iremedium ipada itindak 

ipidana iperpajakan ioleh imajelis ihakim. 

2. Pendekatan iYuridis iEmpiris 

Pendekatan iini idilakukan idengan icara imenggali iinformasi idan imengadakan 

ipenelitian idi ilapangan idari iPengadilan iNegeri iJakarta iPusat iguna imengetahui isecara 

ilebih ijauh imengenai ipermasalahan-permasalahan iyang iakan iditeliti. 

 

B. Sumber idan iJenis iData 

Sumber idata ipenelitian iyang idiperoleh idan idigunakan idalam ipenulisan iini iadalah 

idata isekunder, iprimer, idan itersier iyaitu imerupakan idata iyang idiperoleh idari 

ipenelusuran ibahan ipustaka imelalui isumber idari iperaturan iperudang-undangan, 

ibuku-buku, idokumen iresmi, ipublikasi, iartikel, imedia imassa, idan ihasil ipenelitian.55
 

iBerikut imerupakan isumber idata ipenelitian, iantara ilain; 

 
54

 iSoerjono i Soekanto i dan i Sri i Mamudji, i Penelitian i Hukum i Normatif: i iSuatu i Tinjauan 

i Singkat i(Jakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2001). ihlm. i1-2 
55

 iAli iZainuddin, iMetode iPenelitian iHukum. i(Sinar iGrafika, i2009) ihlm. i176 
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1. Bahan ihukum iprimer iadalah isumber ihukum iyang imemiliki ikekuatan ihukum 

iyang imengikat idan idiakui isecara iresmi ioleh inegara, iterdiri idari: 

a. Undang-Undang iNomor i6 iTahun i1983 itentang iKetentuan iUmum idan iTata 

iCara iPerpajakan idi iubah iterakhir ikali idengan iUndang-Undang iNomor i7 

iTahun i2021 itentang iHarmonisasi iPeraturan iPerpajakan; 

b. Undang-Undang iNomor i19 iTahun i2023 itentang iAnggaran iPendapatan idan 

iBelanja iNegara i(APBN) iTahun i2024; 

c. Undang-Undang iNomor i28 iTahun i2007 itentang iPerubahan iUndang- 

iUndang iKetentuan iUmum iDan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP); 

d. Undang-Undang iNomor i16 iTahun i2009 itentang iPerubahan iUndang- 

iUndang iKetentuan iUmum iDan iTata iCara iPerpajakan i(UU iKUP). 

2. Bahan ihukum isekunder iadalah isumber ihukum iyang itidak imemiliki ikekuatan 

imengikat isecara ihukum, itetapi iberfungsi isebagai ipenjelas, ianalisis, iatau iinterpretasi 

iterhadap ibahan ihukum iprimer, iterdiri idari: 

a. Putusan iPengadilan iNegeri iJakarta iPusat iNomor i63/Pid.Sus/2024/PN 

iJkt.Pst. 

b. Jurnal iIlmiah 

c. Artikel iIlmiah 

3. Bahan ihukum itersier iadalah isumber ihukum iyang ibersifat ipenunjang idan itidak 

imemiliki ikekuatan imengikat isecara ihukum, iterdiri idari: 

a. Kamus iBesar iBahasa iIndonesia; 

b. Kamus iBahasa iInggris; 

c. Kamus iBahasa iHukum; 

d. Majalah; idan 

e. Media iMassa. 

 

 

C. Penentuan iNarasumber 

Identifikasi isumber isangat ipenting iguna ipenyelidikan iini. idi idalam ipenelitian iini, 
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ipenentuan isumber idaya iindividu ididasarkan ipada iobjek ipenelitian iyang imemahami 

imasalah, ipunya idata, iserta ibersedia imenyediakan idata. iWawancara idengan 

iinforman idilaksanakan iguna imemperoleh idata iutama idi idalam ipenelitian iini. 

iNarasumber iyang idiikutsertakan idalam ipenelitian iini iyaitu: 

1.  Hakim idi iPengadilan iNegeri iJakarta iPusat : 1 iOrang 

2.  Jaksa idi iKejaksaan iTinggi iLampung : 1 iOrang 

3.  KPP iPratama iBandar iLampung iI : 1 iOrang 

4.  Dosen iBagian iHukum iPidana iFakultas iHukum iUniversitas 

iLampung 

 

: 

 

1 iOrang 

5.  Dosen iBagian iHukum iAdministrasi iNegara iFakultas iHukum 

iUniversitas iLampung 

 

: 

 

1 iOrang i i i i+ 

 Jumlah  5 iOrang 

D. Prosedur iPengumpulan idan iPengolahan iData 

1. Prosedur i ipengumpulan idata iyang idipakai idi idalam ipenelitian iini iyakni: 

a. Studi iKepustakaan 

Studi ipustaka iyakni imetode iguna imemperoleh idata isekunder iyang ipada 

ipenelitian iini idilaksanakan imelalui ibuku, iundang-undang, ijurnal, iinternet 

iserta ibahan ilainnya iyang iberhubungan idengan imasalah iyang iditeliti. 

b. Studi iLapangan 

Studi ilapangan itermasuk isarana ipengumpulan idata iprimer idari iresponden 

imelalui iwawancara iterbuka. iPenulis isudah imengembangkan ipeta ijalan iguna 

itopik iutama iperdebatan iyang ihendak idipertanyakan. iStrategi iini idipakai iagar 

iresponden ibebas imengirimkan ibalasan isebagai ideskripsi. 

2. Pengolahan iData 

Pengolahan idata iialah ikegiatan iguna imendapatkan idata iringkasan iyang isudah 

ididapatkan idari istudi ikepustakaan iserta istudi ilapangan. iKemudian idata itersebut 

idiolah imelalui ilangkah-langkah iyakni: 

1. Pemilihan idata, itermasuk iupaya ipengecekan ikembali ikelengkapan, 

ikejelasan, iserta ikebenaran idata, iditentukan ioleh itopik ipenelitian iyang 

idiselidiki. i 

2. Kategorisasi idata, iyaitu ipenyusunan idata imenurut ipengelompokan iyang 

iditentukan iguna imemperoleh idata iyang irelevan iserta ibenar iguna idianalisis 
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ilebih ilanjut. i 

3. Sistematisasi idata, iataupun itindakan imenyusun iserta imerakit idata iyang 

isaling iterkait, imenyatu, iserta iterintegrasi idi idalam isub-topik iguna imembantu 

iinterpretasi idata. 

 

E. Analisis iData 

Analisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iData iSekunder 

imenggunakan imetode iPenafsiran iHukum, iData iPrimer imenggunakan imetode 

iInteraktif. iMetode ipenafsiran ihukum imengadakan ipengamatan iperaturan 

iperundang-undangan iyang i telah i didapat i dan i menghubungkan i data i tersebut 

i sesuai i dengan i ketentuan imaupun iasas ihukum iyang iberhubungan idengan 

ipermasalahan iyang iakan iditeliti. iMetode iinteraktif ibertujuan iuntuk imelibatkan 

inarasumber iguna imengetahui ipenerapan iasas idalam iundang-undang. iBahan 

ihukum idan idata ipenelitian iini ikemudian iakan idiuraikan idalam ikalimat idan 

ipembahasan iyang idisusun isecara isistematis, isehingga idapat idiperoleh igambaran 

iyang ijelas iserta ibermuara ipada iakhir ikesimpulan iyang ijelas idan iterang. 

 

 i i i i  



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imaka idapat idiambil ikesimpulan 

isebagai iberikut i: i 

1. Penerapan iAsas iPrimum iremedium ipada itindak ipidana iperpajakan iterhadap 

ipertimbangan imajelis ihakim idalam imenjatuhkan iputusan iNomor 

i63/Pid.Sus/2024/PN  iJkt.Pst, imeliputi  ipertimbangan  iyuridis  iberdasarkan 

ifakta ipersidangan itelah iterbukti  isecara isah idan imenyakinkan  ibersalah 

imelakukan  iTindak  iPidana iPerpajakan  isebagaimana  iyang idiatur idalam  iPasal 

i39 iAyat  i(1) ihuruf ii idengan  itidak imenyetorkan  iPajak ipertambahan  inilai 

i(PPN) isebesar  i10% iyang itelah idipungut  idari  iPT iPins iIndonesia  idan iPT 

iSigma iCipta iCaraka isepanjang  iTahun  i2018 inamun ibelum  idilaporkan  idalam 

iSPT imasa iPPN iPT iCorea iSystem  iIndonesia  idengan  imenjatuhkan  ipidana 

idenda iberupa ipokok ipajak idan imaksimal  idenda iadministratif iberupa i4 ikali 

idari  idenda ipokok ipajak. iPertimbangan  iSosiologis  imajelis  ihakim  i 

imempertimbangkan  ibahwa iterdakwa imengakui  ibersalah  imelakukan  itindak 

ipidana,  idan imenyerahkan  iaset iberupa iuang idan itanah iberserta  ibangunan 

iuntuk idirampas  isebagai  ipenghitungan  ikekurangan  ikerugian  ipada 

ipendapatan  inegara ipada ipokok ipajak  iterutang, ihal iini imemberikan 

ikesempatan  iuntuk imemperbaiki  idiri  iuntuk  itidak imelakukan  ikesalahan  ipajak 

ikembali. iPertimbangan  iFilosofis,  imajelis  ihakim imempertimbangkan  iitikad 

ibaik ipelaku  iuntuk imelunasi  ipokok idenda ipajak idan i4x idenda iadministrasi 

iberserta ipenyerahan  iasset  iuntuk idilakukan  ipelelangan  idan iberlandaskan 

iPasal  i44B  iUndang-Undang  iNomor i7 iTahun i2021 iuntuk itidak  idijatuhi 

ihukuman  ipidana isetelah  imelakukan  ipelunasan.  iHukum  ipidana idalam  itindak 

ipidana iperpajakan  isebagai  ibentuk  imencari  ikeadilan  idimasyarakat  iserta 

iancaman  iagar iterdakwa imemulihkan  ipenerimaan inegara iharuslah  idipandang 
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iuntuk imemberikan  irasa ikeadilan  i 

2. penerapan iAsas iPrimum iremedium itelah  isesuai  idengan  itujuan  ipemidanaan 

idalam  iaspek  ipencegahan  ipelanggaran  itindak  ipidana iperpajakan,  iaspek 

irehabilitasi  ipada ipemulihan  ikerugian  ipada ipendapatan  inegara,  idan 

ipembalasan  ikepada ipelaku  iuntuk ijera idan itidak imengulangi  ikesalahan. 

iKemudian  isesuai  idengan  itujuan  ipemidanaan  idalam  iKUHP  iNasional 

iberkaitan  idengan  imemulihkan  ikeseimbangan  iterhadap  ikeuangan  inegara 

iyang idirugikan,  iserta imenumbuhkan irasa ipenyesalan  idan ibersalah  ibagi 

ipelaku. iHukum ipidana imenjadi iupaya irepresif i(pencegahan) idengan 

imemberikan iancaman ipidana iterhadap iWajib iPajak iagar itidak imelakukan 

ipelanggaran. iHukum ipidana iRehabilitasi idengan ipemulihan ikerugian ipada 

ipendapatan inegara iefektif idilakukan ijika iupaya iadministrasi ilainya itidak idapat 

idicapai. iHukum ipidana iseharusnya imenumbuhkan irasa ipenyesalan ibagi 

iterdakwa, idengan ipenjatuhan isanksi ipidana ipenjara idan/atau isanksi idenda 

iuntuk itidak imengulangi iperbuatannya ikembali. i 

 

B. Saran 

Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imaka idapat idiambil isaran isebagai 

iberikut i: i 

1) Kepada iHakim idiharapkan idalam imenjatuhkan ipidana iterutama iberkaitan 

idengan itindak ipidana iperpajakan idiharapkan imemperhatikan ipertimbangan 

isecara iyuridis, ifilosofis, idan isosiologis iterutama ipada iaspek ifilosofis iyang 

imewujudkan irasa ikeadilan ikepada imasyrakat idengan imengutamakan 

imemulihkan ikerugian ipada ipendapatan inegara. i 

2) Kepada ipenegak ihukum idiharapkan iterutama iHakim imenerapkan ihukum 

ipidana isesuai itujuan ipemidanaan idalam iKUHP iNasional isebagai ibentuk 

ipenyelesaian ikonflik idengan imemulihkan ikerugian ipada ipendapatan inegara. 
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